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Aceh merupakan salah satu daerah yang kaya akan 

cadangan sumber daya alam khususnya sektor 

pertambangan mineral dan batu bara yang tersebar hampir 

merata diseluruh wilayah Provinsi Aceh. Besarnya cadangan 

potensi kekayaan alam tersebut merupakan salah satu modal 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Aceh. 

Syaratnya pemerintah harus mampu pengelolaan sumber 

daya alam tersebut secara mandiri dengan mengedepankan 

prinsip-prinsip tata kelola tambang yang baik (good minning 

practices) meliputi prinsip partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, penegakan hukum, dan berbasis pada pelestarian 

lingkungan berkesinambungan.

Sebelum diberlakukannya Instruksi Gubernur Aceh Nomor 

11/Instr/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara di Aceh, jumlah Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) pada tahun 2007-2011 yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 134 IUP yang tersebar 

Pengantar
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di 15 Kabupaten/Kota di Aceh, dengan luas total wilayah 

konsesi usaha pertambangan mencapai 672.540,27 hektare. 

Jumlah ini semakin meningkat tajam pada tahun 2012 

yaitu menjadi 138 IUP yang meliputi 16 Kabupaten/ Kota 

dengan total kawasan hutan yang terindikasi izin naik menjadi 

841.648,31 Ha. Dari total luasan wilayah hutan tersebut di atas 

terindikasi ada empat perusahaan yang IUP nya berada dalam 

kawasan hutan konservasi seluas 31.316,12 hektare dan 65 

perusahaan IUP yang berada dalam kawasan hutan lindung 

seluas 399.959,76 hektare.

Banyaknya pemberian IUP secara langsung oleh Bupati/

Walikota sebelum berlakunya UU 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah diketahui sebelumnya tidak dibarengi 

dengan pengelolaan pertambangan yang baik dan efektif, 

sehingga dalam perjalanannya cukup banyak ditemukan 

permasalahan atas tata kelola dan menyumbang dampak negatif 

pada masyarakat dan lingkungan. 

Adapun permasalahan yang sering muncul terkait tata 

kelola tambang di Aceh ditemukan beberapa hal diantaranya, 

pertama, ditemukan adanya kecenderungan meningkatnya 

eskalasi konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan 

tambang; kedua, mekanisme pemberian izin yang selama ini 

dilakukan oleh Pemda tidak mengacu pada RTRW Provinsi/

Kabupaten/Kota serta meninggalkan azas tata kelola perizinan 

yang baik; 

Ketiga, Adanya dugaan tumpang tindih perijinan, alih fungsi 

lahan dan kerusakan lingkungan yang cukup tinggi; keempat, 

Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah 
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khususnya tentang keberadaan inspektur tambang;  kelima, 

Adanya dugaan pungutan ilegal didaerah diluar mekanisme 

aturan perundangan; keenam, keterlambatan pembayaran/

penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas 

negara dan kas daerah oleh perusahaan yang telah mengantongi 

izin; ketujuh, Rendahnya kepatuhan Pemilik IUP dalam 

melaksanakan kewajiban perusahaan; serta delapan rendahnya 

transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang berpotensi 

menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

Berangkat dari banyaknya persoalan di atas, serta temuan 

hasil korsup KPK 2014-2015 atas tata kelola pertambangan, 

sudah cukup wajar bagi Pemerintah Aceh untuk mencari alternatif 

dalam rangka pembenahan tata kelola pertambangan. Hasil kajian 

atas efektivitas pelaksanaan Instruksi Moratorium Izin Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Aceh selama kurun waktu 

2014-2016 telah memberikan dampak yang cukup baik dalam 

mendorong upaya perbaikan tata kelola tambang, implementasi 

penerapan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Logam dan Batubara menjadi salah contoh keberhasilan di 

tingkat nasional. Ini juga menjadi model dalam menerapkan 

tata kelola pertambangan yang baik. 

Di sisi lain, Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia 

yang berhasil mengurangi jumlah IUP yang tersebar di 

kawasan baik hutan konservasi maupun hutan lindung, 

dan berdasarkan hasil catatan diketahui saat ini jumlah IUP 

berkurang cukup tinggi dari sebelumnya pada 2014 dengan 

total 138 IUP dan untuk saat ini berkurang menjadi 46 IUP. 

Sebelumnya berdasarkan hasil kajian koordinasi dan supervisi 
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(korsup) KPK untuk Aceh setidaknya ditemukan beberapa 

permasalahan terhadap evaluasi IUP. 

Pertama, ada sebanyak 4 IUP masuk dalam kawasan 

hutan konservasi dengan total seluas 31.316 hektar. Ini 

meliputi wilayah Aceh Tengah seluas 31 ribu hektare; Gayo 

Lues 198 hektare dan Aceh Selatan 87 hektare. Sedangkan 

di kawasan hutan lindung tercatat total 399.959 hektare, 

meliputi 65 IUP/KK. Padahal, ini jelas-jelas melanggar pasal 

38 ayat (1) UU 41/1999 jo. UU 19/2004. Kedua ditemukan 

masih banyaknya IUP yang belum clear and clear (CNC), 

dari total 138 IUP (per tahun 2014), 84 IUP atau 61% 

belum Clean and Clear (CNC), sisanya sebanyak 54 sudah 

mendapatkan CNC. Ketiga ditemukan dugaan piutang negara 

dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per tahun 2014 

sebesar Rp 10,8 miliar dan naik secara sifnifikan pada 2015 

menjadi sebesar Rp 24,7 miliar.

Salah satu cara yang diupayakan oleh Gerakan Anti Korupsi 

Aceh adalah mendorong seluruh elemen untuk memanfaatkan 

data pertambangan. Ini adalah cara efektif untuk mengawasi 

praktik pertambangan, selain tentu saja mendorong kapabilitas 

pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik hampir satu dekade diterapkan. 

Dengan aturan ini diharapkan pengelolaan pemerintahan 

dapat lebih transparan. Program-program pemerintah pun 

dapat berubah menjadi lebih akuntabel.

Dalam urusan ini, Pemerintah Aceh bahkan diberikan 

gelar sebagai pemerintahan provinsi yang paling terbuka. 

Ponten Aceh mengalahkan Jawa Timur dan Kalimantan 
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Timur. Ini adalah sebuah penghargaan yang membanggakan, 

tapi bukan berarti memuaskan. Tapi jika kiat melihat betapa 

sulitnya anak-anak Sekolah Anti Korupsi Aceh berusaha untuk 

mendapatkan selembar informasi tentang pertambangan, 

penghargaan ini perlu dikaji kembali keberadaannya. Anak-

anak SAKA ini bahkan membutuhkan waktu berbulan-bulan, 

bahkan hingga kalender 2017 berganti, untuk mendapatkan 

hak mereka sebagai warga negara.

Seharusnya, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID), seluruh data ini tersedia. Sehingga 

masyarakat umum dapat mengaksesnya. Namun yang 

masyarakat hadapi saat ini adalah tembok yang menutupi 

akses untuk mendapatkan informasi. PPID tak menyediakan 

data yang tersedia dan Satuan Kerja Perangkat Aceh pun 

berdalih dengan satu aturan: informasi yang dikecualikan.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf harus bertindak mengatasi 

permasalahan ini dengan merevisi Peraturan Gubernur 

Nomor 065/802/2 tentang penetapan informasi publik yang 

dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Aceh. 

Karena ini jelas-jelas bertentangan dengan program Sistem 

Informasi Aceh Terpadu (SIAT) yang menjadi salah satu 

program unggulan rezim Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Pencabutan ini penting agar miliaran uang yang dihabiskan 

oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota 

untuk melatih Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) terkait Keterbukaan Informasi Publik tidak sia-sia. 

Termasuk uang yang dianggarkan untuk membangun situs 

resmi pemerintah yang lebih banyak menampilkan informasi 
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tentang acara seremonial ketimbang data tentang anggaran 

atau program. 

UU KIP menegaskan bahwa penyelenggara negara dan 

badan publik wajib menampilkan--ini artinya diminta atau 

tidak diminta--data akurat dan tidak menyesatkan. Pemerintah 

tak perlu risih saat menyajikan data ini secara gamblang 

kepada publik. Keterbukaan informasi adalah keniscayaan.

Askhalani

Koordinator Badan Pekerja 

Gerakan Anti Korupsi Aceh
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Selain keindahan alam, tanah Aceh Selatan juga 

menyimpan potensi emas dan bijih besi.

RIZKA Azwita namanya. Dara cantik ini lahir di Aceh Selatan. 

Di sebuah desa bermana Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang. 

Lhok dalam bahasa Aceh berarti dalam. Nama ini banyak 

digunakan di Aceh menunjukkan biasanya adalah daerah 

teluk. Sesuai namanya pula, Lhok Pawoh persis berada di 

bibir Samudera Hindia. 

Meski hanya berjarak 30 menit dari Ibu Kota Aceh Selatan, 

Tapaktuan, daerah ini jauh dari hiruk pikuk perkantoran 

dan urusan administrasi. Sebagian besar warganya bekerja 

sebagai nelayan. Yang lainnya berkebun. Di sini, setiap pagi 

dan sore, berlabuh kapal-kapal nelayan yang melaut tak jauh. 

Mereka membawa ikan-ikan karang yang segar.

Rizka lahir dan besar di daerah ini. Di perkampungan 

yang asri. Kawasan ini sangat eksotik karena tersembunyi 

di balik bukit-bukit hijau. Sebuah perpaduan kontras antara 

 AZWITA

Pemerintah 
Zaman Now
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biru laut dan hijau pegunungan. Kehidupan berjalan lamban 

di daerah itu. Azwita berasal dari keluarga sederhana. Dia 

memiliki dua saudara lelaki. “Saya terkadang ketinggalan 

berbagai informasi. Tapi ini adalah daerah yang nyaman,” 

kata Azwita. 

Namun dia tak begitu tertarik dengan urusan laut atau 

hutan. Yang menarik perhatiannya setelah saat beranjak 

dewasa adalah pertambangan. Di sini, sejak beberapa tahun 

terakhir, masyarakat menggali potensi emas secara ilegal 

serta sangat mencemari lingkungan. Jika terus menerus 

dibiarkan, Azwita yakin keindahan daerah itu akan berganti 

dengan kerusakan lingkungan dan penyakit. 

Selain keindahan alam, tanah Aceh Selatan juga 

menyimpan potensi emas dan bijih besi. Seperti di kawasan 

Manggamat. Di sini, beroperasi perusahaan-perusahaan besar 

yang mengeruk tanah gunung untuk mengambil dua mineral 

tersebut. Bahkan puluhan hektare hutan lindung dibabat, 

sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan terparah di 

Aceh Selatan. Akibatnya banjir dan tanah longsor setiap kali 

diguyur hujan lebat akan melanda daerah tersebut. Kondisi 

ini terus mengancam masyarakat yang menetap di kawasan 

daerah aliran sungai. 

Syahdan, pada suatu ketika, Azwita membaca sebuah 

brosur di media sosial tentang Sekolah Anti Korupsi di sektor 

pertambangan. “Ini kemudian memacu keinginan saya untuk 

bergabung di sekolah tersebut dengan harapan saya bisa 

tahu lebih banyak tentang sumber daya alam yang ada di 

Aceh dan menunjang pengetahuan pendidikan saya di teknik 

pertambangan tentunya,” kata Azwita.



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data       3     

Setelah melengkapi sejumlah persyaratan yang diminta 

oleh pengelola sekolah itu, Azwita akhirnya diterima dan 

bergabung dengan sejumlah “darah muda” dengan minat 

yang sama. Bahkan di sekolah ini, Azwita berkesempatan 

untuk mengikuti program uji akses informasi publik. Di 

sekolah ini, saya baru mengetahui jika masyarakat umum 

yang ingin memperoleh informasi yang tidak dikecualikan 

oleh negara berhak memperolehnya. Kami diberi pelatihan 

selama tiga hari penuh,” kata Azwita. 

Saya sangat tertarik kepada uji akses informasi sehingga 

mengikuti keseluruhan persiapan untuk uji akses tersebut. 

Mulai dari cara membuat surat yang baik untuk ditujukan ke 

badan publik hingga menjalani semua proses tahapan yang 

terjadi dilapangan dan tentunya karena bagi saya kegiatan 

ini masih terbilang baru saya tetap melakukan koordinasi 

dengan pengurus sekolah anti korupsi sektor tambang.

Di sekolah ini, Azwita juga mengetahui bahwa saat ini 

hanya tersisa 35 Izin Usaha Pertambangan. Pemerintah Aceh 

telah memberlakukan moratorium izin tambang. Apalagi, 

banyak perusahaan tambang yang menunggak penerimaan 

negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 41 miliar. 

Bagi Azwita, uji akses menawarkan tantangan. Apalagi 

selama ini, informasi tentang kegiatan, izin ataupun anggaran 

seperti benda sakral yang sulit disentuh. Di sisi lain, Indonesia 

adalah negara hukum. Semua hal diatur dalam aturan 

yang terkadang tak semua orang memahami sistem dalam 

peraturan dan masalah administrasi yang sangat panjang 

dan melelahkan.

Proses uji akses sendiri diawali dengan pembuatan surat 
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pengantar ke badan instansi pemerintahan yang dibimbing 

oleh SAKA Tambang. Setelah semuanya siap, dokumen itu 

diajukan kepada instansi yang dituju: Pejabat Pengelola 

Informasi Daerah. “Saya sendiri membuat surat uji akses 

informasi terhadap pendapatan negara bukan pajak daerah 

Aceh yang ditujukan kepada Dinas Keuangan Aceh,” kata 

Azwita. 

Setelah mengantarkan surat itu, Aziwta menerima tanda 

terima. Proses ini cukup melelahkan bagi Azwita karena dia 

berulang kali datang ke kantor itu untuk menagih data yang 

diminta. Menurut Azwita, instansi pemerintah seharusnya 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi. Apalagi mereka digaji oleh negara. 

Perlu waktu dua minggu bagi Azwita untuk menanyakan 

hasilnya.

“Hasilnya cukup mengecewakan. Saya hanya diberikan 

dua kertas berisi nilai pendapatan negara bukan pajak. Tak 

ada informasi rinci. Belakangan, mereka baru menyarankan 

saya untuk pergi ke Dinas ESDM dan kantor pajak. Harusnya 

informasi ini disampaikan sejak awal,” kata Azwita.

Azwita berharap, pemerintah juga memperkuat fungsi 

PPID dan mendorong seluruh SKPA untuk bersikap lebih 

terbuka dalam urusan data. Pada 2012, Provinsi Aceh 

menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 

(Award KIP). Pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi 

Informasi Pusat RI dilakukan setiap tahun. Setahun 

sebelumnya, Aceh hanya berada di posisi ke-13. Juara tahun 

itu adalah Kalimantan Timur dan Jawa Timur, masing-masing 

berada di peringkat pertama dan kedua. Di bawah Aceh, ada 
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DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan 

Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Riau.

Setahun kemudian, dalam penghargaan yang sama, Aceh 

naik satu peringkat; di posisi kedua. Penghargaan ini diterima 

oleh Gubernur Aceh saat itu, Zaini Abdullah, dari Wakil 

Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara. Dalam Keterbukaan 

Informasi Publik kali ini, Aceh mengumpulkan nilai 93,2. 

Peringkat pertama diraih Nusa Tenggara Barat dengan nilai 

98 dan  peringkat tiga Kalimantan Timur dengan nilai 91.

“Penghargaan itu jangan hanya menjadi bahan pajangan. 

Itu harusnya terlihat saat masyarakat mengakses data. Jangan 

dipersulit, apalagi dengan cara yang sangat birokratis. Bukan 

zamannya lagi pemerintah bersikap tertutup. Tidak di zaman 

now,” kata Azwita.***
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Satu-satunya jalan untuk tahu adalah “mendobrak”.

BAGI Nova Agustina, mengenal sektor pertambangan 

adalah hal baru. Meski tambang sendiri bukan sesuatu yang 

baru didengarnya. Di kampung halamannya, di Aceh Barat 

Daya, Aceh, sejak lama tambang menjadi salah satu bidang 

yang dilakoni masyarakat, terutama pertambangan batu 

bara. Di kampungnya itu, terdapat delapan perusahaan 

yang memegang Izin Usaha Pertambangan. Hanya empat 

perusahaan yang aktif dan menambang dengan melibatkan 

sejumlah masyarakat di sekitar lokasi izin. 

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Bumi Babahrot, 

PT Juya Aceh Mining, PT Waja Niaga dan PT Lauser Karya 

Tambang. Meski demikian, perusahaan-perusahaan ini 

tidak memiliki pabrik pengolahan (smelter). Kondisi ini 

menyebabkan hasil tambang batu bara itu tak bisa diekspor. 

Sementara perusahaan yang tidak aktif lagi adalah PT 

NOVA AGUSTINA

Gemetar Tapi 
Tak Gentar
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Medang Perdana, KSU Bersama Abdya Sejahtera, KSU Mieta 

Beuna, dan KSU Bukit Indah.

Sebagai mahasiswa di fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan di Universitas Syiah Kuala, urusan tambang ini 

memang tak banyak diketahuinya sampai dia bergabung di 

Sekolah Anti Korupsi Aceh Sektor Tambang. “Saya penasaran 

dan ingin mendapat ilmu. Selama ini saya mempelajari ilmu 

kewarganegaraan dan pendidikan karena saya calon guru. 

Urusan tambang, saya memang tidak mengetahui detailnya,” 

kata Nova. 

Di sekolah ini, mata pengetahuan Nova terbuka. Salah 

satunya adalah tentang besarnya korupsi di bidang ini. 

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan korupsi 

di sektor pertambangan ini lebih besar dari korupsi kartu 

tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang melibatkan banyak 

pejabat tinggi negara. Korupsi yang dikenalnya hanya pejabat 

yang menggelapkan uang negara. 

Menjalani pendidikan di sekolah itu benar-benar membuka 

wawasan. Sekolah itu dikelola oleh Gerakan Anti Korupsi, 

sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang antikorupsi. 

“Saya sangat menikmati dan jujur saya katakan saya bingung 

permasalahan tentang tambang, hutan dan sebagainya. Tapi 

setelah saya menikmatinya, sangat bermanfaat ilmunya yang 

selama ini tidak saya tahu,” kata Nova.

Sekolah ini juga mengantarkan Nova mengetahui seluk 

beluk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah hak 

masyarakat mendapatkan informasi yang tidak termasuk 
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dalam rahasia negara. Pemateri dalam pelatihan itu adalah 

seorang pejabat dari Komisi Informasi Aceh. Lembaga 

yang menyidangkan setiap sengketa terkait permohonan 

permintaan data. 

Di sekolah ini, Nova ditantang untuk melakukan uji 

akses. Ini adalah langkah yang dapat diajukan setiap warga 

negara jika permohonan ini tidak direspons. Lagi pula, proses 

dan biaya penyelesaian sengketa permohonan informasi ini 

tergolong ringan. Siapa saja, kata Nova, dapat mengajukan hal 

ini sepanjang memiliki identitas. 

Setelah melewati diskusi panjang dengan para pengurus 

sekolah dan rekan-rekan di SAKA Tambang, Nova memutuskan 

untuk melakukan uji akses. Nova meminta Salinan dokumen 

izin lingkungan seluruh izin usaha pertambangan di wilayah 

Aceh dan dokumen UKL/UPL perusahaan tambang di Aceh. 

Hari-hari menjelang pengajuan informasi adalah hari-

hari yang cukup berat. Ini adalah kali pertama bagi Nova 

mengajukan gugatan. Dia juga sama sekali tidak pernah 

mempelajari proses pembuatan surat resmi. Beruntung, 

para pembimbingnya di SAKA Tambang benar-benar 

mencurahkan perhatian, sehingga surat dan dokumen 

kelengkapan lain yang diperlukan benar-benar siap untuk 

diajukan ke lembaga terkait. 

Pada 28 Februari 2017, setelah salat Zuhur, Nova 

melangkah ke Gedung Seuramoe Aceh di bagian PPID Utama, 

tak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh. Nova 

memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan PPID yang 

kosong. Tidak ada satu orang pun petugas terlihat. Sepertinya 



10       Karena Kita Berhak Tahu

mereka masih menikmati istirahat siangnya. Nova dan dua 

rekannya memutuskan untuk menunggu di ruangan itu. 

Setengah jam kemudian, seorang petugas datang dan 

langsung menyapa, “ada keperluan apa dek?” Nova menjawab 

pertanyaan itu dengan dengan pertanyaan, “kantornya tidak 

buka ya, pak?” “Saya mau berjumpa dengan PPID Utama.”

Si petugas tersenyum. Dengan bahasa yang lugas, dan 

senyum mengembang, si petugas menjelaskan kepada Nova 

bahwa proses pengajuan itu hanya akan mendapatkan nomor 

agenda. “Kalian bakal di hubungi setelah surat kalian diterima,” 

kata Nova menirukan ucapan petugas tersebut.

Sayangnya, pihak PPID utamanya tidak merespons 

sama sekali surat tersebut. Sehingga Nova mengajukan surat 

keberatan kepada atasan PPID Utama yaitu ke Sekretaris 

Daerah Aceh. Surat ini diajukan pada 22 Maret 2017. Nova 

mengajak teman-temannya dari fakultas hukum Unsyiah 

untuk menemaninya. 

Sesampainya di sana, Nova bertanya tempat meletakkan 

surat kepada Sekda Aceh. Namun satu pertanyaan Nova dijawab 

dengan banyak pertanyaan. “Ngapain ke bagian Sekda?” 

“Mahasiswi ngapain ke Sekda?” “Apa ada tugas penelitian 

akhir?” Setelah Nov menjelaskan alasan kedatangannya, si 

satpam menunjuk ke lantai dua kantor Gubernur Aceh. Dia 

menyilakan Nova dan teman-temannya untuk naik. 

Karena tak tahu di mana ruangan Sekda, Nova kembali 

menjumpai satpam yang “menghadang” mereka tadi. Tapi 

mereka malah berjumpa dengan satpam lain yang kembali 

mengajukan pertanyaan sama, seperti yang diajukan 
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rekannya. Nova bahkan diminta untuk menunjukkan kembali 

isi surat yang dibawanya itu kepada satpam tersebut. Setelah 

puas memplototi isi dokumen itu, si satpam mengembalikan 

surat itu dan menunjukkan ruangan yang pasti. 

Pintu masuk di ruangan Sekda Aceh dikawal oleh 

beberapa pegawai berpakaian cokelat. Keberaniannya mulai 

timbul seiring dengan rasa capek setelah bolak-balik dari 

lantai satu ke lantai dua. Kepada petugas yang menghadang 

di depan pintu masuk ke ruangan tersebut, Nova menjelaskan 

keinginannya. Namun kali ini tak banyak pertanyaan. 

Setelah menyerahkan berkas tersebut, dia dijanjikan kabar 

yang merespons gugatannya itu. “Nanti kami akan hubungi 

kembali,” kata petugas itu. 

Hari-hari setelah Nova mengantarkan surat itu terasa 

lama. Setiap hari pula Nova menunggu kabar dari Sekda. 

�&�}�š�}���E�}�À�������P�µ�•�Ÿ�v�����‰���������•�����š���u���v�P���i�µ�l���v���‰���Œ�u�}�Z�}�v���v���]�v�(�}�Œ�u���•�]���‰���������W�W�/����
Utama Aceh



12       Karena Kita Berhak Tahu

Namun hingga masa 30 hari kerja, jawaban yang dinanti tak 

kunjung tiba. “Menjelang batas waktu yang dijanjikan, saya 

sudah menduga bahwa gugatan ini akan berlangsung lama. 

Karena itu saya bersiap,” kata Nova. 

Akhirnya, setelah menunggu 30 hari kerja, pilihan yang 

harus dilakukannya adalah menyengketakan perkara ini 

kepada Komisi Informasi Aceh. Dengan sejumlah “amunisi”, 

Nova mendaftarkan perkaranya pada 15 Mei 2017. Di sini, 

Nova dicecar dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya 

adalah tentang Hakiki, temannya di SAKA Tambang. “Saya 

hanya senyum-senyum saja mendengar pertanyaan itu. 

Mungkin mereka bingung mengapa banyak sekali gugatan 

sejenis yang masuk ke KIA,” kata Nova. 

Pertanyaan paling penting yang diajukan adalah tentang 

kesiapan Nova menghadapi panggilan sidang. Dengan tegas 

Nova menyatakan dirinya bersedia mengikuti jalannya 

persidangan jika umur panjang. Setelah melihat kesungguhan 

Nova, si petugas mengecek kembali kelengkapan dokumen, 

termasuk memastikan jatuh tempo penyelesaian sengketa. 

Proses pendaftaran itu memakan waktu hampir satu jam 

lebih. Kepada Nova, si petugas menjelaskan bahwa panggilan 

sidang akan diberitahukan langsung kepadanya. “Pada 

akhirnya, saya ditelepon KIA. Mereka mengatakan sidang akan 

berlangsung pada 15 Juni 2017 di Gedung Seuramoe Aceh 

Lantai II,” kata Nova. Membayangkan sebuah persidangan 

bukan perkara gampang. Apalagi yang dihadapi bukan dosen 

atau penguji di kampus. “Sampai detik ini saya masih merasa 

gemetar; takut saat membayangkan persidangan.” 
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Tapi Nova tak gentar. Dukungan dari SAKA Tambang 

dan teman-teman di kampus memberikan energi lebih. Para 

pengurus di lembaga itu mengatakan bahwa sidang yang akan 

dihadapi Nova nanti bukan seperti persidangan di pengadilan 

negeri. “Bang Mudin (Mahmuddin) mengatakan sidang itu 

mudah. Tapi saya tahu, dia hanya memberikan semangat. 

Karena apapun ceritanya, persidangan tetaplah persidangan,” 

kata Nova. 

Sebagai persiapan, SAKA Tambang menyimulasikan 

proses persidangan yang akan dijalani. Menunjuk hakim dan 

reka adegan dengan mendudukkan rekan-rekan di SAKA 

Tambang sebagai termohon. Namun sejuta simulasi tetap tak 

cukup menghentikan debar kencang di dada Nova saat hari 

yang dinanti itu tiba. 15 Juni 2017, sekitar pukul 10.30 WIB, 

�&�}�š�}���•�]�����v�P���‰���u���Œ�]�l�•�����v�����Á���o���‰���u�}�Z�}�v�������v�P���v���š���Œ�u�}�Z�}�v�X
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Tak lama menunggu, panitera persidangan akhirnya 

memanggil Nova masuk k ruang sidang. Di hadapannya, 

duduk mediator dan dua pegawai negeri dari PPID Utama. 

Nova berusaha menenangkan hatinya dan tidak terlihat 

takut. Dia duduk di kursi sebelah kiri ruangan sidang dan 

mulai mendengarkan majelis hakim menanyakan alasannya 

meminta dokumen kepada pemohon. 

Dalam persidangan itu, mediator juga menanyakan 

kepada PPID utama kenapa tidak pernah direspons. Para 

petugas negara itu mengatakan mereka meminta data yang 

diajukan Nova kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Namun dinas itu, kata si petugas, tidak merespons. 

Waktu dalam ruang persidangan itu terasa lama. Tepat 

tengah hari, saat azan Zuhur berkumandang, seluruh proses 

persidangan dihentikan. Tak ada makan siang karena saat 

itu adalah bulan puasa. Usai salat, panitera memanggil Nova 

dan mencoba memediasi perkara ini. Nova duduk berdekatan 

dengan mediator, panitera dan dua pejabat PPID Utama. 

Setelah proses mediasi, atas kesepakatan kedua pihak sepakat 

untuk kembali bertemu usai Idul Fitri. 

Untuk sejenak, Nova dapat bernapas lega. Nova mulai 

merasakan perjuangannya semakin terarah. Pada 7 Juli 

2017, pukul 15.00 WIB, Nova datang kembali ke kantor 

Komisi Informasi Aceh dengan semangat baru. Meski datang 

terlambat--Nova terlambat 10 menit--dia langsung masuk 

ke ruang mediasi. Mediator langsung menanyakan kepada 

termohon tentang data yang diminta Nova. Lagi-lagi, PPID 

Utama mengatakan bahwa data tersebut belum didapat. Dinas 

belum membalas permohonan dokumen yang diajukan Nova. 
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Nova dan petugas PPID seperti berhadapan dengan 

tembok. Satu-satunya jalan adalah dengan “mendobrak”. Dan 

yang hadir dalam ruangan itu bukan Nova yang gemetaran.  

Nova lantas minta PPID Utama menghadiri dinas agar 

bertemu langsung. Siang itu, diputuskan untuk melanjutkan 

proses mediasi pada 14 juli 2017 jam 15.00 WIB di tempat 

yang sama. 

Pada tanggal yang disepakati itu, Nova kembali datang. 

Tapi kali ini hadir pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Aceh serta Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral 

Aceh. Dalam persidangan itu, pihak DLHK mereka mengatakan 

bahwa mereka tidak memiliki dokumen yang Nova minta. 

mereka mengatakan dokumen tersebut tidak di mereka

Penyataan ini sebetulnya kurang memuaskan. Namun 

DLHK berkilah mereka hanya memiliki sebagian dokumen 

Amdal. Selebihnya, berada di pemerintah kabupaten dan 

kota. Mereka hanya memiliki dokumen Amdal lima. Demikian 

juga di Dinas ESDM. “Tanpa berpikir panjang, saya menjawab 

menerima,” kata Nova. Akhirnya proses sidang itu  berakhir. 

Nova menyetujui penyerahan lima dokumen dari pemerintah. 

Dokumen itu diterima Nova seminggu setelah mediasi itu 

berakhir. 

Pihak PPID Utama meminta dokumen tersebut diberikan 

kepada mereka untuk diserahkan kepada Nova. Namun DLHK 

berkeras bahwa dokumen itu harus diambil langsung oleh 

Nova. Nova mengiyakan permintaan itu. Meski sebenarnya, 

menurut mentor Nova, Ayu, dokumen itu harus diserahkan 

kepada PPID Utama dan diserahkan kepada Nova. 

Tepat pada 25 Agustus 2017, pukul 10.30 WIB, Nova tiba 
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di kantor DLHK, di kawasan Kuta Alam, Banda Aceh. Seorang 

satpam mengarahkan Nova kepada seorang pejabat berwenang 

terhadap dokumen itu dan mengatakan dokumen itu harus 

disalin. Butuh waktu tiga hari untuk menyalin dokumen ratusan 

halam itu. Akhirnya, pada 28 Februari 2017, Nova mengambil 

dokumen tersebut dari tempat fotokopi di seberang kantor itu. 

“Saya merasa lega. Dan saya merasa senang bahwa ternyata, ada 

jalan bagi warga negara untuk mengetahui hal-hal yang selama 

ini dianggap sebagai rahasia,” kata Nova. “Saat akan menghadapi 

hal-hal seperti ini, saya memang takut. Tapi saya tak gentar. 

Karena saya yakin, aturan melindungi dan menjamin hak-hak 

saya untuk tahu.” ***
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Dia merasa lelah dan merasa ingin mundur; mengibarkan 

bendera putih. Apalagi di saat yang sama, Dia harus 

menyelesaikan skripsi, yudisium dan urusan lainnya.

RINA Faurizani mendengarkan dengan seksama penjelasan 

Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA), Mahmuddin. 

Penjelasan pria klimis ini benar-benar menarik perhatian 

mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala 

angkatan 2013 itu. Apa yang disampaikan Mahmuddin dalam 

kelas SAKA Tambang itu tak pernah diketahuinya selama 

menjalani pendidikan di kampus yang terletak di kawasan 

Darussalam, Banda Aceh. 

Rina adalah mahasiswa asal Aceh Tamiang. Dia lahir di 

Desa Alur Bemban, 28 September 1995. Datang dan mengikuti 

sekolah antikorupsi adalah aktivitas lain setelah dia menjalani 

perkuliahan di kampus Unsyiah. Ini seperti menjadi kampus 

kedua bagi Rina. Di sini, dia belajar dengan teman-teman 

RINA FAURIZANI

Menolak Kibarkan 
Bendera Putih
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baru yang datang dari berbagai latar belakangan keilmuan. 

Para pengelola sekolah juga mampu mendatangkan sejumlah 

“dosen” yang merupakan praktisi di bidang pertambangan, 

keterbukaan informasi publik, dan keuangan. “Ini menjadi 

pengalaman baru bagi saya,” kata Rina. 

SAKA adalah sekolah antikorupsi pertama di Aceh yang 

didirikan pada 2010. Pendirinya adalah para aktivis antirasuah 

di Gerakan Anti Korupsi Aceh yang resah dan memandang 

perlu kaderisasi dalam upaya melawan korupsi di Aceh. 

Untuk melawan para koruptor, GeRAK membutuhkan kader 

militan dan mampu memperjuangkan tindakan antikorupsi 

terus menerus. Kader-kader ini tidak bisa didapat dari aksi 

demonstrasi saja. Apalagi saat ini, tren berdemonstrasi 

semakin memudar. 

Yang harus dilakukan adalah dengan mendidik kader-

kader baru. Inilah dasar pemikiran pendirian sekolah. Di 

SAKA, para murid diajarkan untuk berpikir kritis. Di sisi lain, 

mereka juga harus cerdas dalam menyikapi perubahan dan 

mampu membuat terobosan. Ini adalah sekolah informal, tidak 

menggunakan konsep training. Peminat sekolah antikorupsi 

ini makin hari semakin banyak. Di tahun ketiga pendirian 

sekolah ini, sudah ada tiga angkatan yang dihasilkan. Mulai 

dari jumlah murid hanya 15 orang, jumlah ini semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2012, sudah 83 orang 

lulus dari sekolah ini. 

“Kami mengharuskan setiap calon siswa membuat 

makalah sebelum masuk sekolah ini. Begitu pula nanti sebagai 

syarat kelulusan, setiap murid harus membuat tugas akhir 

berupa laporan atau temuan kasus korupsi, yang kemudian 
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diuji oleh tiga pengajar secara tertutup. Nantinya kasus ini 

akan dibuka kepada publik melalui media massa,” tandasnya.   

Sekolah ini mendatangkan pengajar dari beberapa 

instansi, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), kepolisian, kejaksaan, aktivis organisasi nirlaba, dan 

unsur pemerintah daerah. Mereka juga bekerja sama dengan 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah petinggi komisi 

antirasuah pun kerap datang dan berkunjung ke sekolah ini, 

seperti Zulkarnain, Abraham Samad, Bambang Widjajanto, 

Basariah Panjaitan, dan banyak lagi. 

Sekolah ini pernah mendapatkan Anugerah Seputar 

Indonesia. Askhalani, koordinator GeRAK, mengatakan ini 

adalah upaya konkret dalam mendorong partisipasi publik dan 

mendorong generasi muda untuk mengerti sehingga muncul 

sikap kritis. Di sini, para pelajar menerima pengetahuan 

khusus, seperti dasar-dasar akuntansi, membaca anggaran, 

analisa anggaran, dan dasar-dasar teknik investigasi kasus 

korupsi. 
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Berselang beberapa tahun kemudian, sekolah ini mulai 

menyasar sektor pertambangan. Karena sektor ini kerap 

dilupakan meski menjadi sumber korupsi besar. SAKA 

kemudian membentuk SAKA Tambang. Dan Rina adalah siswa 

periode ke-3 sekolah itu. Di sini, sesuai namanya, para pelajar 

dibekali pengetahuan lebih tentang pertambangan. Termasuk 

juga cara mendapatkan data yang kini lebih mudah dengan 

keberadaan aturan tentang keterbukaan informasi, sesuai 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

Belajar di SAKA Tambang seperti membuka mata Rina. Dia 

baru mengetahui aturan ini dari para pengajar dan pengurus 

di sekolah itu. “Ternyata keterbukaan informasi publik 

merupakan hak setiap warga negara terhadap informasi di 

sebuah lembaga, instansi terkait, sekolah, universitas dan 

banyak lembaga lain yang ingin kita ketahui. Mereka wajib 

menyampaikan informasi itu kepada kita,” kata Rina. 

Di sekolah ini, Rina juga didaulat untuk 

mengimplementasikan dan membuktikan bahwa Keterbukaan 

Publik pada suatu lembaga harus dijalankan. Hal itu dilakukan 

lewat uji akses di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 

Aceh. Pengajuan informasi itu dilakukan melalui petugas 

Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumen. Rina ditugaskan 

untuk memohon informasi mengenai dokumen rencana 

reklamasi, pelaksanaan reklamasi, laporan tim penilai serta 

dokumen Amdal. 

Tujuannya adalah sebagai bahan penelitian dalam 

membuat kajian kebijakan untuk mendorong tata kelola 

pertambangan yang baik di provinsi Aceh. Selain itu informasi 
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tersebut dapat saya gunakan sebagai bahan referensi dalam 

membuat sebuah penelitian. Menurut Rina, dokumen-

dokumen ini sangat berguna untuk menjaga kelestarian alam 

dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan. 

Untuk memperoleh hal tersebut, Rina mengajukan 

permohonan informasi ke pembantu PPID yang berada 

di kantor ESDM. Saat pertama kali datang, ternyata PPID 

pembantu pada instansi tersebut tidak berada di tempat. 

“Padahal itu jam kerja loh,” kata Rina. Dan hal ini cukup 

mengecewakan. Rina terpaksa menunggu berjam-jam di 

kantor itu hingga petugas berwenang kembali ke meja 

tugasnya. “Ya, ada perasaan kecewa sedikit. Tapi kita tidak 

boleh menyerah. Karena kita memang berhadapan dengan 

cara kerja dan budaya kerja yang seperti ini.” 

Yang dinanti akhirnya datang. Petugas itu menyodorkan 

kepadanya sebuah formulir yang berisi data dan informasi 

yang boleh diakses dan data yang dikecualikan. Dia menyuruh 

Rina untuk mencermati satu per satu “judul” data. Jika data 
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data itu dalam waktu 10 hari kerja. Saat itu, pernyataan ini 

terdengar sangat meyakinkan. Setelah memilih data yang 

diinginkannya, Rina pulang. 

Waktu berlalu. 10 hari terlewati begitu saja tanpa adanya 
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Karena tak ada kejelasan, akhirnya pada 21 Maret 2017, Rina 

melanjutkan ke tahapan berikut dari upayanya mendapatkan 

data: mengajukan surat keberatan. Rina dibantu rekan-

rekannya di SAKA Tambang, menyiapkan sejumlah dokumen 

yang akan diajukan. Namun tak lama kemudian, setelah dia 
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mendaftarkan sengketa, seseorang dari Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral menelepon dan memintanya datang ke 

kantor yang berada di Jalan Daud Beureuh. 

Lagi-lagi, jawaban yang diterima Rina mengecewakan. 

Petugas itu menyatakan bahwa informasi yang diminta Rina 

termasuk dalam kategori dikecualikan. Dan lagi-lagi, Rina 

pulang dengan tangan hampa. Berselang tiga hari kemudian, 

dari ujung telepon genggam, seseorang dari Dinas ESDM 

meminta Rina untuk mengambil surat balasan dari pengajuan 

informasi yang diajukannya beberapa hari sebelumnya. 

“Berhubung lagi di luar kota, saya memberikan kuasa 

kepada teman untuk mengambil surat balasan tersebut. 

Namun dari pihak ESDM tidak dapat memberikannya 

dikarenakan tidak ada hubungannya dengan pengajuan 

informasi tersebut,” kata Rina yang akhirnya mengajukan 

permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Aceh 
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pada 19 Mei 2017. ”Alhamdulillah pihak KIA sangat merespons 

dan welcome dalam hal ini.”

Hampir sebulan kemudian, pada 16 Juni 2017, Rina 

menjalani sidang penyelesaian sengketa perdananya. Dia 

menggambarkan suasana di Aula PPID, tempat berlangsungnya 

sidang, sebagai ruangan dengan suasana sangat mencekam. 

Rina sangat gugup dan takut. Dia menunggu lama untuk 

masuk ke ruangan itu. Namun teman-teman dari SAKA 

Tambang terus memberi semangat. Perlahan-lahan, rasa takut 

itu bisa dikalahkan hingga timbul rasa percaya diri. Di dalam 

aula tampak begitu ramai. Rina berpikir, di dalam ruangan itu 

telah menunggu pejabat dari Dinas ESDM. 

Rina melangkah perlahan ke ruangan sidang. Dia 

memandangi satu per satu orang-orang di dalam ruangan itu. 

Merke adalah pelaksana sidang sengketa. Tak lama kemudian 

tampak sekelompok “pejabat besar” datang memasuki ruang 

aula PPID. Pakaian mereka bagus. Sepatunya juga mengkilat. 

Mereka menenteng sejumlah di dokumen di tangannya. Teman 

Rina berbisik, “itu orang ESDM datang. Ayo siap-siap.” Dalam 

hati Rina meringis, Dinas ESDM mengirimkan begitu banyak 

pegawai. Seolah-olah ruangan itu dipenuhi oleh para pegawai 

Dinas ESDM. 

Karena kedua belah pihak telah hadir, maka sidang siap 

untuk dimulai. Sidang pertama berjalan dengan lambat meski 

setelah keluar dari ruang sidang, Rina baru sadar bahwa 

waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan sidang itu hanya 

setengah jam. Di dalam ruanga itu, Rina dan pejabat yang 

mewakili Dinas ESDM dicecar dengan beberapa pertanyaan 
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yang diajukan oleh majelis, sebagai pemohon dan termohon. 

Sidang kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi. 

Kepada Rina, pihak KIA hanya dapat menyediakan waktu 

selama tiga hari untuk menentukan jadwal pasti mediasi yang 

akan dilakukan. Perihal mediasi ini, apabila dilaksanakan 

lebih dari tiga hari, maka proses keterbukaan publik tidak 

dapat dilanjutkan. Tak lama, selang beberapa hari dari 

sidang sengketa, pihak KIA menghubungi Rina. “Mereka 

memberitahukan bahwa sidang mediasi akan dilakukan 

pada 19 Juni 2017. Sidang mediasi akan dihadiri oleh pihak 

pemohon dan termohon sama seperti sidang sebelumnya.”

Dia tanggal yang ditetapkan, sidang mediasi berlangsung 

pukul 14:30 WIB di kantor KIA. Sidang mediasi dipandu oleh 

mediator yang juga merupakan salah satu komisioner KIA. 

Sidang berlangsung sangat sengit, bahkan timbul sejumlah 

perdebatan yang mengatakan bahwa informasi yang saya 

minta merupakan informasi nonpublik atau dikecualikan. 

Mereka, pihak Dinas ESDM, berpegang pada Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf d, UU Nomor 

4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara 

(Pasal 88, 139, 140, 141, 142, 143, dan 144), PP Nomor 55 

tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Program Penyalahgunaan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Namun pimpinan sidang sangat bijak dalam menangani 

masalah ini dan akhirnya dapat terselesaikan. Sidang pun 

dilanjutkan dengan sidang adjudikasi lanjutan.

Rina sendiri tak pernah membayangkan bahwa perjuangan 

untuk mendapatkan sebuah informasi berlangsung hampir 
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satu tahu. Bahkan dia merasa lelah dan merasa ingin mundur; 

mengibarkan bendera putih. Apalagi di saat yang sama, Rina 

harus menyelesaikan skripsi, yudisium. “Wah, rasanya ingin 

terbang sejauh jauhnya seperti burung merpati,” kata Rina. 

Tapi dia tak boleh menyerah dan harus tetap semangat 

menyelesaikan tuntutannya dalam keterbukaan informasi 

publik. Ini adalah perjuangan yang harus dimenangkannya. 

Rina tahu pasti hal itu. 

“Konsultasi terus saya lakukan terus menerus bersama 

teman teman dan kak Rahayu Fujiyanti salah satu staf SAKA 

yang selalu mendampingi dari proses awal hingga sampai 

pada tahap ini. Solusi-solusi yang mereka arahkan membuat 

saya semakin kuat dalam menjalankan proses ini,” kata Rina.

Tepat pada 16 Juli 207, Rina menlanai yudisium. Di hari itu 

juga pihak KIA menghubungi saya untuk melanjutkan sidang 

adjudikasi lanjutan. Menyatunya kegiatan hari itu membuat 

Rian harus memilih, “namun ternyata Allah SWT berbeda. 

Tiba-tiba pihak KIA mengabarkan bahwa sidang adjudikasi 

lanjutan ditunda, diganti menjadi 28 Juli 2017 jam 10:30 

WIB. Saya benar-benar tak tahu harus berkata apa. Semua ini 

benar-benar ditolong Allah.”

Juli adalah bulan di mana banyak di antara teman-teman 

Rina melangsungkan pernikahan, termasuk bertepatan pada 

tanggal saya sidang adjudikasi lanjutan tersebut. Walaupun 

begitu Rina tetap akan menghadiri walimahan tersebut 

dan tak lupa untuk menghadiri sidang adjudikasi lanjutan. 

Pagi-pagi buta, dia bersiap untuk menghadiri walimahan. 

Sekitar pukul 9:30 WIB, telepon genggamnya berbunyi. Dari 
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ujung telepon, seseorang menanyakan keberadaannya. “Lho, 

bukannya sidangnya dimulai jam 10:30 ya?” “Tidak Rina, 

sidang akan dimulai pada pukul 9:30.” 

Rina panik. Suara itu terdengar sangat mengintimidasi, 

atau mungkin itu hanya perasaan Rina yang tak menyangka 

jadwal sidang berubah. Dia terpaksa meninggalkan acara itu 

dan bergegas bergegas menuju Kantor PPID. Sesampainya di 

kantor, Rina tidak berani memasuki ruangan. Dia mencoba 

menghubungi kembali nomor telepon yang tadi. “Pihak KIA 

bilang, ‘sidang tetap akan berlanjut walaupun Anda tidak 

datang’.” 

Dengan rasa cemas, Rina perlahan-lahan memasuki 

Kantor PPID. Ketika Rina masuk, tak ada satu orang pun 

yang dikenalnya. Dia juga merasa bersalah karena datang 

terlambat. “Saya tertunduk malu dan merasa bersalah. Pengen 

pulang secepat-cepatnya.”

Dalam sidang itu, termohon tetap tidak mau memberikan 

Informasi yang diminta Rina. Mereka tetap berkeras dengan 

alasan informasi itu termasuk dalam kategori informasi 

terkecuali. Hingga akhir Desember 2017, belum ada keputusan 

terkait berkas yang diajukan Rina. Tidak ada pilihan lain sidang 

akan dilanjutkan kembali pada waktu yang akan ditentukan 

oleh pihak KIA. “Saya akan menanti hingga keputusan, entah 

ditolak atau diterima, saya dapatkan,” kata Rina.***
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“Pada hakikatnya, saya memang kepo.” 

Friska Evi Silviana bersorak kegirangan setelah membaca 

surat elektronik yang menyatakan dirinya lulus sebagai 

peserta Sekolah Anti Korupsi Tambang (SAKA Tambang). 

Friska tak menyangka esai berjudul Meucawocawo dianggap 
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Mecawocawo adalah bahasa Aceh yang berarti: amburadul.

Esai itu dibuat Friska dengan prinsip “pokoknya”; pokoknya 

jadi; pokoknya siap; pokoknya esai. Ini adalah esai “nyaris 

putus asa” yang dibuatnya setelah dia mendapatkan gelar 

sarjana dari jurusan hukum ekonomi syariah di Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry. Menjadi seorang sarjana tak lantas 

membuatnya bahagia. Kegembiraan menjadi seorang sarjana 

itu hanya bertahan sepekan setelah posisi tali yang terletak 

di atas topi toga berpindah dari sisi kiri ke kanan. Selebihnya 

adalah beban untuk mencari kerja.

FRISKA

Uji Akses 
Setara Uji Nyali
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“Saya diminta hadir pada pertemuan pertama,” kata 

Friska. Ini adalah pengalaman baru yang jauh berbeda dengan 

pengalaman yang didapatnya di bangku kuliah. Apalagi, sekolah 

ini akan diisi dengan sejumlah narasumber ahli di bidangnya. 

Pelajaran ini diikutinya dengan ghirah keingintahuan yang 

besar. 

Friska bukan model mahasiswa yang aktif berorganisasi. 

Dia memang tak tertarik dengan berbagai perekrutan yang 

dilakukan banyak organisasi kampus, terutama saat tahun 

ajaran baru dimulai. Friska juga model mahasiswa kutu buku 

yang menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan atau 

di depan buku tebal. Seperti kebanyakan remaja di Indonesia, 

Friska “tekun” di dunia yang satu ini: dunia maya. 

Syahdan pada suatu hari, dia bergabung di salah satu grup 

jejaring pesan yang di dalamnya didominasi oleh mahasiswa 

dari fakultas hukum. Di grup ini, berseliweran informasi, mulai 

dari jualan baju hingga tentang pasal-pasal karet. Dari ribuan 

informasi yang lalu lalang, entah kenapa Friska tertarik dengan 

informasi tentang Sekolah Anti Korupsi Sektor Tambang yang 

disingkat dengan SAKA Tambang. Dalam pesan itu, tertulis 

persyaratan untuk bergabung ke sekolah ini, pelamar harus 

membuat esai sepanjang 7.000 kata. “Oh Tuhan, ini banyak 

sekali.” “Apalagi saya belum pernah membuat esai,” kata Friska.

Untuk memastikan mengenai jumlah kata dalam 

persyaratan itu, Friska mendatangi kantor SAKA. Sama seperti 

perpustakaan, Friska juga tak pernah bersentuhan dengan 

sekolah anti korupsi yang diinisiasi oleh Gerakan Anti Korupsi 

ini. Untunglah ada Google. Dengan bantuan Peta Google, dia 
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mengetik nama sekolah itu dan berkendara ke kantor yang 

berada di kawasan Aceh Besar itu. 

“Saya bertemu langsung dengan kepala Sekolah Anti 

Korupsi yaitu Mahmuddin. Orang-orang memanggilnya Bang 

Mudin,” kata Friska. Mahmuddin adalah alumni pertama 

Sekolah Anti Korupsi. Tubuhnya atletis dengan rambut yang 

jarang. Setelah Suhendri Yasin, jabatan kepala sekolah itu 

diamanahkan kepada Mahmuddin. Mahmuddin mengatakan 

bahwa jumlah kata yang disyaratkan itu tidak boleh kurang 

dari 7.000, sama seperti pesan yang beredar itu.

Mendengarkan penjelasan Mahmuddin, Friska sempat 

gentar. Namun dia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu 

yang berbeda dari apa yang didapatinya di bangku kuliah. 

Setelah berhari-hari berhadapan dengan komputer jinjing dan 

berseluncur di internet, jadilah tulisan berjudul Meucawocawo 

itu. Dan tulisan itu dinyatakan layak. 

Setelah empat atau lima kali pertemuan di kelas, SAKA 

Tambang menggelar pelatihan uji  akses di hotel OASIS, pada 

Februari 2017. Pelatihan ini diikuti oleh 20 siswa. Friska benar-

benar tak mengerti apa yang dia hadapi. “Dalam pelatihan itu, 

saya baru mengetahui mengenai keberadaan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008,” kata 

Friska. 

“Informasi yang saya dapatkan di dalam pelatihan itu 

benar-benar membuat tercengang. Ternyata sebagai warga 

negara, kita berhak mengetahui semua informasi yang 

berkaitan dengan semua lembaga yang berbadan hukum.”

Dalam pelatihan selama tiga hari itu, para peserta 
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diajarkan untuk memahami tata cara dan alur permohonan 

informasi publik. Beberapa cara dilakukan oleh panitia untuk 

mengajarkan para peserta, mulai dari memahami sendiri-

sendiri hingga kelompok. Di bagian akhir pelatihan, panitia 

melakukan simulasi uji akses dengan membagi peserta ke dalam 

beberapa kelompok. Untuk membedah dan mensimulasikan 

alur permohonan informasi. “Hingga akhirnya saya memahami 

dengan baik alur permohonan itu.”

Karena sekolah ini difokuskan pada sektor pertambangan, 

maka uji akses yang dilakukan, semuanya, berkaitan dengan 

pertambangan. Bahkan untuk membuktikan bahwa setiap 

siswa memahami apa yang mereka dapati, setiap siswa 

diwajibkan melakukan uji akses sektor tambang. 

“Saya berpikir; banyak perusahaan tambang di Aceh. 

Pastinya, ini akan memberikan banyak pemasukan kepada 

daerah dari pajak perusahaan. Bahkan ada yang namanya 

pendapatan negara bukan pajak. Tentu jumlahnya keduanya 

tidak sedikit, maka dari itu saya tertarik untuk uji akses 

mengenai PNBP. Dengan mengetahui pendapatan daerah  

di sektor tambang, jelas sangat membantu jika kita ingin 

membandingkan jumlah dana yang diterima dengan 

pembangunan yang ada. Dana tersebut tentu saja bisa 

membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat Aceh,” kata Friska. 

Friksa pun bersiap. Dia mulai menyusun skenario sesuai 

dengan alur permohonan uji akses. Setelah membuat surat 

permohonan, Friska mengajukan permohonan tersebut pada 

Komisi Informasi Aceh sebagai Pejabat Pengelola Informasi 
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Daerah. Sebagai “anak baru”, ini adalah kali pertama Friska 

berhadapan dengan orang-orang yang mengurusi langsung 

persoalan data di pemerintahan yang konon cenderung 

tertutup. Usai menyerahkan dokumen permohoan, Friska 

“diinterogasi terlebih dulu di meja informasi. “Lumayan buat 

keringat netes. Mirip uji nyali.”

Setelah menerangkan semua tujuan pengajuan dokumen 

ini, Friska mengaku lega. Beban berat yang dipikulnya 

hilang. Dia pun mendapatkan nomor agenda. Dari sini, dia 

tinggal menunggu kabar dalam 17 hari, sesuai prosedur 

pengajuan. Namun permohonan ini diabaikan oleh PPID. 

Selanjutnya Friska mengajukan keberatan pada atasan PPID, 

yakni Sekretaris Daerah Aceh. Alur penyampaian dokumen 

ini mirip-mirip dengan yang dia lakukan di meja pertama. 

Dia harus mendatangi meja informasi terlebih dahulu 

untuk mendapatkan nomor agenda. Namun kali ini, detak 

jantungnya tak terlalu kencang. Friska mulai berpengalaman 

dan memahami apa yang harus dia lakukan saat berhadapan 

dengan petugas di meja itu. 

Di tingkat ini, Friska tak banyak pertanyaan yang diajukan. 

Setelah petugas memeriksa dokumen yang disodorkannya, 

petugas langsung memberikan nomor agenda. Si petugas 

berpesan agar dia kembali lagi dalam beberapa hari ke depan 

untuk mengetahui status permohonannya. 

Kali ini, keberuntungan berpihak kepada Friska. Atasan 

PPID menanggapi dengan baik permohonan yang diajukannya 

mengenai dokumen Penerimaan Daerah Bukan Pajak. Friska 

merasakan bahwa usaha untuk mendapatkan dokumen ini 
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harusnya bisa dengan mudah dilakukan oleh siapa saja. Tapi, 

tentu saja dia senang. Kegiatan ini, kata Friska, memacu adrenalin. 

Dia benar-benar merasa tertantang dengan kegiatan ini. 

Kegiatan ini juga membuatnya “kecanduan”. Friska tidak 

ingin berhenti di sini. Keberhasilan mendapatkan informasi 

tentang pertambangan itu membuatnya ingin kembali 

mencoba menguji akses di sektor lain. “Pada hakikatnya, 

saya memang kepo (bahasa gaul untuk orang-orang yang usil 

mencari tahu tentang sesuatu), baik itu di kampus yang kerap 

kali mengutip uang dadakan kepada mahasiswanya tanpa 

ada perincian mengenai penggunaan dana tersebut dan di 

gampong,” kata Friska. 

Bagi Friska, ini adalah pengalaman berharga yang 

menjadikan dirinya sebagai manusia yang lebih berguna. 

Pemahaman tentang hal-hal kecil sangat membantunya untuk 

memperjuangkan hak keterbukaan informasi. Apalagi, kata 

Friska, Aceh memiliki anggaran besar setiap tahun. Namun ini 

tidak akan berarti tanpa keterbukaan informasi. Selama ini, 

pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran 

yang diberikan oleh pemerintah. 

“Informasi yang saya dapatkan pada pelatihan uji 

akses tentu sangat bermanfaat. Sempat saya berpikir untuk 

menyosialisasikannya pada masyarakat di sekitar saya 

agar mereka tidak selalu berasumsi. Masyarakat harus 

mengetahui yang sebenarnya. Mungkin hal itu akan saya 

lakukan di lain waktu, tempat dan kesempatan. Sebagai 

rakyat, kita berhak tahu.”***
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SETELAH melewati serangkaian pelatihan, tibalah waktu 

bagi Muhammad Azkia dan rekan-rekannya di Sekolah Anti 

Korupsi Aceh (SAKA) Sektor Tambang angkatan III untuk 

melihat dan mengalami langsung proses uji akses terhadap 

informasi publik di sektor pertambangan. Pelatihan 

ini memang ditujukan untuk mendorong partisipasi 

masyarakat sipil dalam meningkatkan keterbukaan 

informasi publik di sektor tambang. 

“Pelatihan ini telah mendorong kami untuk terlibat 

dalam proses uji akses informasi publik sebagaimana 

amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, adanya 

UU KIP ini memberikan kesempatan bagi kami untuk 

mendapatkan data yang akurat terkait pertambangan 

yang ada di Aceh. Data-data sektor pertambangan ini kami 

butuhkan untuk bahan pembelajaran, analisis, kajian, 

advokasi, dan lainnya,” kata Azkia pada suatu kesempatan. 

AZKIA

Jalan Panjang 
Dokumen Tambang
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Setelah proses diskusi panjang, Azkia memilih untuk 

melakukan kajian dan analisis terkait pelaksanaan 

reklamasi tambang terhadap Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) Operasi Produksi (OP) di Aceh dari 2010 sampai 

dengan 2017. Azkia berencana unutk melihat kepatuhan 

perusahaan tambang dalam melaksanakan penempatan 

dana jaminan reklamasi tambang, sebagaimana aturan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 

tentang Reklamasi dan Tambang. 

Untuk itu, Azkia berencana meminta dokumen bukti 

penempatan dan jaminan reklamasi tambang. Data ini 

berisi daftar bank penjamin/institusi penjamin reklamasi, 

nominal dana jaminan reklamasi, dan tahun penempatan 

jaminan reklamasi. Sasarannya adalah bukti penempatan 

dan jaminan reklamasi tambang yang dititipkan oleh 19 

perusahaan tambang yang berproduksi di Aceh. Surat 

permohonan ini akan ditujukan kepada Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh yang 

berkantor di Banda Aceh. 

Setelah proses penyusunan tuntas, surat permohonan 

informasi publik ini disampaikan dan diterima oleh PPID 

Utama Aceh pada Jumat, 7 Maret 2017. Setelah menunggu 

selama 10 hari kerja, pihak PPID Utama Aceh tidak 

merespons permohonan informasi publik yang diajukan 

Azkia. Langkah berikutnya adalah mengajukan surat 

keberatan informasi publik kepada Sekretaris Daerah Aceh 

selaku atasan PPID Utama Aceh. Surat ini disampaikan 

pada Jumat, 24 Maret 2017. Pengajuan keberatan informasi 
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publik ini juga tidak ada respons Sekretaris Daerah Aceh, 

selaku Atasan PPID Utama Aceh, setelah melewati 30 hari 

kerja. 

“Saya pun memutuskan untuk menyengkentakan 

informasi publik ini kepada Komisi Informasi Aceh. Komisi 

Informasi Aceh menerima surat sengketa informasi 

publik yang saya ajukan pada 24 Mei 2017 dengan 

nomor registrasi 018/VI/KIA-PS/2017.  Selanjutnya saya 

menunggu jadwal sidang penyelesaian sengketa informasi 

publik oleh komisioner Komisi Informasi Aceh,” kata Azkia. 

Rabu, 2 Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 WIB, sidang 

perdana dimulai. Sidang digelar di kantor Komisioner 

Komisi Informasi Aceh, di Gedung Seuramoe Aceh. Lokasi 

ini tak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman. Dua Di dalam 

ruangan, telah hadir sejumlah orang. Siang itu, Azkia akan 

berhadapan dengan Sekretaris Daerah Aceh, Atasan PPID 

Utama Aceh, sebagai termohon satu dan PPID Utama Aceh 

sebagai termohon dua. Namun pihak termohon I tidak 

hadir pada sidang PSI ini. 

Sidang PSI ini dipimpin oleh tiga majelis komisioner 

yaitu: Afrizal Tjoetra, Hamdan Nurdin, dan Yusran serta 

seorang panitera: Gusmayadi. Sidang PSI ini beragendakan 

pemeriksaan awal dan hanya berlangsung selama kurang 

lebih 30 menit. Di sidang awal ini, Azkia menjelaskan 

kepada majelis sidang terkait kegunaan dokumen yang dia 

mohonkan. Menurut Azkia, dokumen ini dasarnya memiliki 

multifungsi, tidak hanya pada batasan bahan advokasi 

maupun untuk kajian dan analisis. Sementara kepada 
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termohon, majelis komisioner mencecar pertanyaan 

seputar penguasaan dokumen yang diminta Azkia. 

Di dalam ruang sidang, Azkia menyadari bahwa tak 

mudah bagi publik untuk mendapatkan dokumen, meski 

banyak aturan dan slogan tentang keterbukaan. Bahkan 

dalam sidang pertama ini, tak tercapai kesepakatan 

antara pemohon dengan termohon. Majelis komisioner 

melanjutkan sidang ke tahap mediasi. Tahap mediasi 

dilaksanakan setelah sidang PSI berlangsung dan di pimpin 

oleh mediator Tasmiati Emsa dari majelis komisioner KIA.

Pada tahap mediasi ini, pihak termohon II tetap 

pada jawabannya yang klasik; tidak menguasai dokumen 

yang saya mohonkan. Padahal tugas PPID Utama adalah 

mengelola informasi dan dokumen publik. Alasan lain 

yaitu terjadinya pergantian pimpinan hingga alasan yang 

tak masuk akal lainnya. Pada mediasi ini mediator melihat 

�&�}�š�}�����}�l�µ�u���v�š���•�]���•�]�����v�P���•���v�P�l���š�����]�v�(�}�Œ�u���•�]�X
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tidak ada titik temu sehingga menunda mediasi ini dan 

melanjutkan ke tahap mediasi dua. Ini adalah tahapan 

yang harus dijalankan Azkia dan para termohon. Di sidang 

ini, mediator meminta termohon untuk menghadirkan 

pihak dinas teknis yang menguasai dokumen, sebagaimana 

pengakuan termohon bahwa dokumen dikuasai oleh Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral, pada sidang kedua.

Pada Jumat, 18 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB 

dilaksanakan mediasi kedua di Kantor Komisi Informasi 

Aceh (KIA). Mediasi ini turut hadir dari termohon yaitu 

Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan PPID Utama Aceh, 

pihak PPID Utama Aceh, dan dua orang perwakilan dari 

Dinas ESDM. Sidang diawali dengan pertanyaan mediator 

tentang hasil dari mediasi pertama. Pihak ESDM, selaku 

penguasa dokumen, awalnya mengakui bahwa dokumen 

yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan 

berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 

065/802/2016. 

Pihak mediator kembali menjabarkan bahwa 

dokumen yang dimaksud merupakan terbuka untuk publik 

berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tersebut. Setelah 

itu, barulah Dinas ESDM memahami keputusan Gubernur 

Aceh dan mengakui bahwa dokumen ini memang terbuka. 

Setelah bermediasi alot, pihak ESDM memberikan jawaban 

baru bahwa mereka tidak menguasai dan tidak memiliki 

wewenang pada dokumen dimaksud. Dokumen itu 

dikuasai oleh DPM PTSP. Sementara perwakilan Sekretaris 

Daerah Aceh mengakui dokumen ini. Bahkan mereka 
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menyebutkan bahwa jaminan reklamasi di simpan di Bank 

Aceh. Karena dinas ESDM merujuk ke DPM PTSP, maka 

mediator menunda mediasi kedua ini dan melanjutkan 

ke mediasi ketiga dengan menghadirkan DPM PTSP, 

sebagaimana rujukan Dinas ESDM dan pihak termohon 

lainnya. 

Pada mediasi ketiga, Senin, 28 Agustus 2017, pukul 

09.00 WIB, turut hadir para pihak, Azkia selaku pemohon, 

termohon yaitu Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan PPID 

Utama Aceh, pihak PPID Utama Aceh. Sementara termohon 

dari DPM PTSP tidak hadir. Padahal DPM PTSP merupakan 

juru kunci yang menguasai dokumen informasi publik 

sebagaimana referensi dan rujukan dari dinas ESDM. 

Pada mediasi kal ini, selaku pemohon, Azkia melihat 

tidak ada solusi. Dalam hati, dia meyakini bahwa mediasi 

ketiga sama seperti mediasi sebelumnya: gagal. Bahkan 

Azkia memutusakan untuk menarik diri dari proses 

mediasi. Namun di sela-sela mediasi, pihak termohon yang 

hadir menawarkan cara lain, yaitu data akan diberikan di 

luar jalur uji akses informasi publik ini. Pihak termohon 

dari PPID Utama mengatakan bahwa tidak perlu ke tahap 

ajudikasi, biar PPID Utama yang menghubungi kembali 

DPM PTSP dan meminta dokumen tersebut, dokumen 

tersebut akan diberikan ke saya selaku pemohon setelah 

diberikan oleh DPM PTSP, saya selaku pemohon tidak 

mau seperti ajakan ini karena tidak adanya jaminan. 

Saya menawarkan agar dibuat surat pernyataan terhadap 

penawaran “cara” PPID Utama Aceh di atas. Namun pihak 
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PPID Utama Aceh tidak berani membuat surat ketarangan/

pernyataan bahwa dokumen akan diberikan di luar 

jalur mediasi atau ajudikasi. Jika ada surat pernyataan/

keternagan tersebut, saya ada sebuah jaminan terhadap 

informasi yang saya mohonkan. Kalau pun tidak diberikan 

nanti bisa saya tuntut secara hukum.

Pada Selasa 3 Oktober 2017 pukul 11.15 WIB 

berlangsung sidang Ajudikasi dengan agenda pemeriksaan 

Awal. Sidang ajudikasi ini tidak berlangsung lama karena 

dokumen sudah diakui ada, namun sama pihak DPM PTSP, 

sedangkan termohon dari DPM PTSP tidak hadir saat 

sidang ajudikasi berlangsung. 

Pihak termohon, Sekretaris Daerah Aceh selaku 

Atasan PPID Utama Aceh, mengatakan bahwa ia siap untuk 

datang langsung ke DPM PTSP untuk mengambil dokumen 

tersebut. Kendati demikian majelis komisioner tetap 

bertanya ulang terhadap kepastian adanya dokumen yang 

dimohonkan pada termohon DPM PTSP, sayangnya kali ini 

jawaban perwakilan Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan 

PPID Utama Aceh memberikan jawaban yang kemabali 

ragu-ragu.

Saat sidang ditutup termohon dari DPM PTSP baru 

hadir ke ruang sidang. Sidangpun ditunda dan akan 

dilanjutkan pada 17 Oktober pukul 09.30 WIB di Seuramoe 

Aceh.

Pada sidang lanjutan ajudikasi, Selasa 17 Oktober 

2017, saya mengira dokumen yang saya mohonkan sudah 

bisa saya terima. Sidang ajudikasi ini hadir termohon dari 
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PPID Utama Aceh dan DPM PTSP. Sementara Sekretaris 

Daerah Aceh selaku Atasan PPID Utama Aceh tidak hadir.

Ketika sidang berlangsung dan majelis komisioner 

mencecar pertanyaan seputar dokuemn yang dimaksud, 

sayangnya pihak dari DPM PTSP yang diwakili oleh Bapak 

Tasli mengatakan bahwa DPM PTSP tidak menguasai 

dokumen yang dimaksud. Padahal sebelum baik di tahap 

mediasi III sampai sidang ajudikasi pertama sudah di 

pastikan oleh termohon dokumennya ada di DPM PTSP.

Akibat dari kebuntuan proses sidang ajudikasi ini, 

majelis komisioner menegur pihak termohon agar lebih 

intensif membangun komunikasi dengan mitra PPID. 

Majelis komisioner juga mengingatkan dan memerintahkan 

PPID Utama Aceh supaya menyurati dinas terkait yang 

mengusai dokumen tersebut serta menghadirkan pada 

tahap sidang ajudikasi terakhir.***
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Permintaan informasi publik yang dilakukan harus bebas 

dari unsur-unsur politis. Terbentur tembok dokumen 

“pengecualian”.

SUDAH sembilan bulan Razikin Akbar menempuh perjalanan 

panjang uji akses informasi. Tapi keinginannya mendapatkan 

informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus 

terhalang. Razikin seperti membentur tembok tinggi saat 

berusaha untuk mendapatkan informasi di dinas itu karena 

informasi itu dianggap sebagai data yang dikecualikan. 

Razikin berasal dari Aceh Tengah. Dia lahir di Kecamatan 

Kebayakan, Aceh Tengah. Dia merasa tertantang untuk 

menambah pengetahuan tentang pertambangan. Inilah yang 

menjadi dasar keikutsertaannya dalam Sekolah Anti Korupsi 

(SAKA) Tambang. “Ini akan menambah khasanah wawasan 

pengetahuan saya terhadap dunia yang sebelumnya tidak 

terlalu saya perhatikan, khususnya yang berkaitan dengan 

RAZIKIN AKBAR

Jalan Susah 
Dokumen Mudah
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dunia perizinan serta dunia pertambangan,” kata Razikin. 

Di sekolah ini, Razikin mendapatkan banyak masukan. 

Satu di antaranya adalah pelajaran yang berkaitan dengan 

uji akses informasi publik. Ini adalah pembelajaran tentang 

Keterbukaan Informasi Publik yang diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Di sekolah ini, seluruh peserta diharapkan 

dapat mengetahui hak-hak warga negara dalam memperoleh 

informasi yang ingin diketahui, baik informasi yang terdapat 

pada lembaga negara, dan informasi tentang aktivitas lembaga 

negara tersebut beserta pejabat-pejabat dan aparatur yang 

menjalankan kelembagaan tersebut.

Undang-undang itu juga mengizinkan warga negara 

untuk mengupayakan langkah-langkah yang mencerminkan 

implementasi UU KIP tersebut di suatu lembaga negara. Cara 

itu adalah melakukan uji akses informasi publik. Di sekolah 

itu, Razikin mendapatkan pengetahuan tentang langkah yang 

harus dihadapi untuk memperoleh informasi yang ingin 

diakses.

Tahapan tersebut diawali dari mengajukan surat 

permohonan informasi. Razikin mengajukan surat 

permohonan informasi ke kantor Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Utama. PPID mempunya 

tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan 

mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan 

dokumentasi dari PPID Pembantu. Petugas PPID juga harus 

menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi 
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informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi 
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yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan 

dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk 

diakses oleh masyarakat.

PPID juga berhak menolak memberikan informasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, meminta dan memperoleh informasi dari unit 

kerja, mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi 

dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang 

menjadi cakupan kerjanya, menentukan atau menetapkan 

suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan 

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional 

untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi 

dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Di awal, Razikin memasukkan permohonan informasi 

setelah melengkapi beberapa prosedur dan persyaratan, 

seperti foto kopi kartu tanda penduduk dan lain sebagainya. 

Surat ini diserahkan ke bagian umum beserta beberapa 
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persyaratan pengajuan surat permintaan informasi publik. 

Setelah surat itu diberikan, “ada seorang ibu-ibu yang meminta 

saya masuk ke dalam ruangannya. Belakangan saya ketahui ibu 

ini adalah kepala PPID Utama Provinsi Aceh bernama Asriani, 

lalu beliau bertanya tentang apa tujuan saya mengajukan surat 

permintaan informasi publik. Tentunya saya juga memiliki 

jawaban yang kuat ialah untuk menjalankan fungsi kontrol 

sosial saya sebagai mahasiswa.”

Ada beberapa pertanyaan Asriani yang terkesan bagi 

Razikin. Dia mengingatkan kepada Razikin bahwa permintaan 

informasi publik yang dilakukan harus bebas dari unsur-unsur 

politis. Namun hal ini dimaklumi oleh Razikin. Mungkin, kata 

dia, Asriani pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan 

karena penyalahgunaan data di masa lalu. Entahlah. 

Setelah beberapa menit berbincang dengan Asriani, 

Razikin diminta kembali ke meja informasi untuk diberikan 

formulir permintaan informasi. Dan setelah dia mengisi 

formulir yang harus disesuaikan dengan surat permintaan 

informasi, Razikin diberikan kertas yang berupa bukti nomor 

agenda surat yang diajukannya. Surat di PPID Utama dengan 

nomor: 037/ PPID-A/PI/II/2017. 

“Lalu saya diberikan arahan agar menunggu selama 10 
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diminta tersebut merupakan informasi yang tersedia dan 

wajib diberikan atau informasi tersebut merupakan informasi 

yang dikecualikan,” kata Razikin.

Hari-hari terus berlalu, hingga akhirnya sampai kepada 
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yang diberikan dari pihak PPID Utama melalui media 

kepadanya. Sedangkan di dalam surat tersebut disertai 

kontak lengkap mulai dari nomor telepon, akan tetapi tak ada 
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berhak untuk mengajukan surat keberatan informasi kepada 

atasan PPID Utama, yaitu Sekretaris Daerah Aceh. 

Dia kemudian mengajukan surat keberatan informasi 

kepada Setda dengan beberapa tembusan surat, yaitu ke 
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Setda selama 14 hari. Maka hari demi hari terus berlalu, sama 

seperti sebelumnya. Hingga di hari ke 14, atasan PPID sama 

sekali tak merespons surat tersebut. Razikin memutuskan 

untuk mengajukan surat sengketa publik pada 15 Mei 2017 ke 

Komisi Informasi Aceh (KIA), dengan tembusan ke PPID Utama 

dan atasan PPID Utama. Dan KIA merespons dengan sangat 

baik. Maka sesuai prosedur, kembali Razikin harus menunggu 

waktu panggilan sidang selama 30 hari.

Tepat sebulan kemudian, di aula Seuramoe Informasi, 

Razikin memulai sidang sengketa pertamanya. Suasana awal 

sidang yang terasa begitu agak kaku. Razikin mengaku tegang. 

Terutama ketika pihak PPID Utama hadir tanpa dihadiri 

pihak Setda Aceh selaku atasan PPID utama Aceh. Sesi sidang 

ini merupakan sidang pemeriksaan awal, diawali dengan 

menunjukkan kelengkapan bukti bahwa Razikin mengikuti 

seluruh prosedur sesuai aturan. 

Lalu ada saling tanya jawab antara majelis ke pemohon 

dan majelis ke termohon. Sidang pemeriksaan awal yang 

berlangsung selama satu jam tersebut akhirnya diskors 
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sementara dengan keputusan akan dilakukan mediasi awal di 

suatu ruangan di gedung tersebut yang hanya boleh dimasuki 

tiga orang saja, yaitu pemohon, termohon dan mediator. Dan 

termohon mengatakan tidak bisa menyediakan beberapa 

informasi tersebut karena informasi tersebut dikatakan 

dikecualikan.

Deadlock. Sidang dilanjutkan dengan mediasi kedua 

beberapa hari setelahnya. Dan ditentukan pada 21 Juni 2017. 

Pada mediasi kedua dilakukan antara mediator, pemohon dan 

termohon, pihak termohon yang dalam hal ini merupakan 

dihadiri oleh pihak PPID Utama tetap bersikukuh tidak 

dapat memberikan sebagian informasi yang dimaksud 

dengan alasan; informasi itu dikecualikan. Akan tetapi ada 

beberapa informasi yang tidak dikecualikan, “tetapi saya 

selaku pemohon diminta ambil sendiri ke Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (DLHK). Saya tetap ngotot tidak bisa 

begitu, sebab menurut hemat saya, sudah menjadi kewajiban 

PPID Utama bisa menghadirkan informasi tersebut dengan 

melakukan komunikasi dengan pihak terkait.”

Akhirnya setelah beberapa upaya mediasi yang dilakukan 

oleh mediator yang cukup bijak dan adil dalam memediasi, Razikin 

diberikan pilihan; ingin tetap melanjutkan proses mediasi dengan 

mengiyakan dan mewajarkan segala yang telah diungkapkan 

oleh pihak termohon atau akan menarik diri dari proses mediasi 

karena merasa mediasi tak menemukan titik temu. 

Dengan penuh percaya diri, Razikin memilih menarik 

diri dari mediasi serta melanjutkan proses selanjutnya. Bagi 

Razikin, mundur bukan pilihan. Sebagai warga negara, dia 
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berhak untuk mendapatkan jaminan yang tertuang dalam 

undang-undang yang berlaku. Setelah menegaskan sikapnya, 

sidang pun berlanjut, dari mediasi kepada sidang ajudikasi 
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KIA terkait jadwal sidang ajudikasi tersebut. 

“Dan akhirnya surat pemberitahuan sidang masuk melalui 

email dan sidang ajudikasi akan dilakukan pada 27 Juli 2017 

dan tak lama dari itu dilakukanlah sidang ajudikasi. Hasilnya 

tetap pada keputusan seperti sebelumnya pihak termohon 

tetap bersikukuh menyatakan beberapa informasi tersebut 

merupakan informasi yang dikecualikan dan ada yang 

tidak. Tapi tetapi saya dianjurkan untuk mengambil sendiri 

informasi tersebut ke dinas terkait. Jawaban saya sama. Saya 

menolaknya,” kata Razikin. 

Maka setelah beberapa penjelasan yang diberikan 

oleh majelis kepada pemohon dan termohon maka sidang 

diskors ke sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi ahli. 

Razikin ditanyakan apakah dia akan menghadirkan saksi ahli. 

Pertanyaan itu dijawab, “iya.” Lantas Razikin diarahkan untuk 

menyediakan daftar riwayat hidup saksi ahli yang saya maksud 

dan menyampaikannya kepada panitera beberapa hari ke 

depan. 

Setelah Razikin dipertemukan dengan saksi ahli, dibantu 

oleh pihak Sekolah Anti Korupsi Aceh Sektor Pertambangan, 

maka Razikin dapat memulai kembali tahapan persidangan 

itu. Sidang lanjutan dilaksanakan pada 21 Agustus 2017 di 

Seuramoe Informasi Aceh. Saksi ahli yang didatangkan Razikin 

adalah Zainal Abidin. Dia adalah dosen di Fakultas Hukum 
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Universitas Syiah Kuala dan pernah menjadi dosen Razikin di 

beberapa mata kuliah. 

Tak lama berselang dari sidang tersebut, Razikin 

menerima email pemanggilan sidang penyampaian keterangan 

ahli. Sidang digelar pada 14 September 2017 di Aula Seuramo 

KIA. Dalam sidang itu, Zainal Abidin mengatakan hal yang 

menjadi pegangan secara hukum bahwa informasi yang 

harusnya disidangkan oleh pemohon merupakan informasi 

yang harus secara serta merta wajib tersedia setiap saat. 

Sidang berlangsung sangat menegangkan, sebab tanya jawab 

yang terjadi antara majelis dan saksi ahli yang dihadirkan 

benar-benar sengit. Zainal adalah saksi ahli yang tepat dalam 

kasus Razikin. Dan akhirnya sidang berakhir dengan beberapa 

keputusan yang menjadi pertimbangan majelis sidang. Dan 

menjadi pertimbangan bagi pemohon dan juga termohon. 

“Dan kebetulan di hari yang sama dikuasakan untuk 

mewakili sidang teman saya yang juga mengikuti sidang 

sengketa informasi, yaitu saudara Rina Faurizani dan saudara 

Jakfar. Dan alhamdulillah sidang yang dikuasakan kepada saya 

dapat berjalan dengan lancar,” kata Razikin.

Lalu berselang beberapa minggu dari sidang terakhir, 

Razikin menerima surat panggilan sidang kembali yang 

disampaikan oleh panitera melalui email pada 30 Oktober 2017 

dengan nomor Surat 372/ KIA-PS/X/2017. Agenda sidang: 

penyampaian kesimpulan. Di sidang penyampaian kesimpulan 

yang hanya berlangsung sekitar 10 menit ini, Razikin selaku 

pemohon belum bisa menyampaikan kesimpulan secara 

tertulis di saat sidang berlangsung. Sedangkan pihak PPID 

Utama selaku termohon telah menyiapkan kesimpulan. 
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“Dan saya meminta tenggang waktu untuk saya 

menyampaikan kesimpulan kepada pihak KIA sebagai bahan 

pertimbangan. Hingga saat ini. Itulah proses yang telah saya 

lalui dalam memenuhi hak saya sebagai warga negara dalam 

memperoleh informasi yang telah dijamin di dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik,” kata Razikin. 

“Banyak pembelajaran yang telah saya terima melalui 

proses ini. Sidang memang belum berakhir hingga 2 tahap 

pemanggilan lagi oleh KIA. Akan tetapi dari beberapa waktu 

ke belakang, banyak pengalaman yang bisa saya jadikan 

sebagai pembelajaran tentang bagaimana institusi negara 

melaksanakan tugasnya dan bagaimana saya bersikap sebagai 

warga negara dalam memenuhi hak saya. Semoga sidang ini 

dapat berlanjut dengan proses yang dapat memenuhi hak saya 

sesuai undang-undang yang berlaku.”***
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Senin, tanggal 27 Februari 2017, Rahmad Farsi mengajukan 

Surat Permohonan Informasi Publik dengan nomor agenda 

47/PPID-A/PI/II/2017 ditujukan kepada PPID Utama Provin-

si Aceh. Farsi merupakan salah satu mahasiswa Universitas 

Swasta di Aceh. Sebagai mahasiswa, Farsi ingin berpartisipasi 

dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik serta ingin 

berperan serta dalam pengawasan tatekelola pemerintahan 

khususnya dibidang pertambangan.

Setelah memahami prosedur permohonon informasi pub-

lik yang didapatkannya melalui pelatihan, Farsi berkeinginan 

untuk terlibat dalam proses uji akses informasi pada badan 

publik, Farsi ingin melihat apakah badan publik sudah benar-

benar menerapkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 Terlebih Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Daerah (PPID) Aceh selalu mendapat peringkat tiga besar Na-

sional selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, Farsi juga 

ingin menjadikan dokumen yang dimohonkan itu sebagai ba-

RAHMAT FARSI

Jaminan Reklamasi dan 
Pasca Tambang

di PPID Utama Aceh
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han kajian dan pembelajaran bersama teman-temannya di 

Sekolah Anti Korupsi Aceh. 

“Saya meminta beberapa dokumen perusahaan yang se-

dang melakukan proses penambangan di Aceh, diantaranya 

dokumen Izin Lingkungan, dokumen Rencana Reklamasi, 

dokemen Pelaksanaan Reklamasi dan dokumen Andal pada  

PT. Lafarge Cement Indonesia di kabupaten Aceh Besar. Surat 

permohonan tersebut diterima oleh staf PPID Utama pada pu-

kul 15.33 WIB” Kata Farsi.

Setelah menunggu selama 10 hari kerja, Pihak PPID Uta-

ma Aceh tidak merespon terkait permohonan informasi publik 

yang diajukan. Kemudian Farsi mengajukan surat keberatan 

kepada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh selaku atasan PPID. 

Surat bernomor 480-3262-15/3.17, diterima oleh Sekda Aceh 

pada tanggal 15 Maret 2017.

Namun, pengajuan surat keberatan Informasi Publik ini 

juga tidak di respon oleh Sekretaris Daerah, meskipun sudah 

menunggu lebih dari 30 hari kerja. Akhirnya Farsi memutus-

kan untuk meminta pihak dari Komisi Informasi Aceh untuk 

menyelesaikan permasalahan ini.

Tepat pada tanggal 19 Mei 2017, Farsi mengajukan surat 

permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Infor-

masi Aceh. Surat tersebut diterima oleh Muklis, salah satu staf 

yang bertugas pada hari itu. Sebulan setelahnya, tepat pada 

tanggal 16 Juni 2017, Farsi mendapat surat panggilan untuk 

memenuhi sidang penyelesaian sengketa informasi di Aula 

Seramoe Informasi Aceh. Surat bernomor registrasi: 013/VI/

KIA-PS/2017 sedikit memberi harapan baru untuknya. Sidang 

dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB.

 Majelis hakim mencecar pertanyaan kepada termohon 
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mengenai penguasaan dokumen oleh termohon. Agar men-

capai kesepakatan yang baik Majelis Hakim menyarankan 

agar pemohon dan termohon untuk melakukan  upaya medi-

asi. Majelis Hakim menunjuk Tasmiati Emsa sebagai mediator. 

Pemohon dan termohon pun menyetujui rekomendasi terse-

but. Dan pada saat proses mediasi pihak Termohon bersikeras 

bahwa mereka tidak menguasai dokumen yang diminta. Kare-

na tidak ada  titik temu mediasi ini ditunda ke tahap mediasi 

selanjutnya. Tasmiasti Emsa selaku mediator meminta termo-

hon untuk menghadirkan  pihak dinas teknis, karena menurut 

Termohon, dokumen tersebut dikuasai oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan Aceh.

Lanjut pada mediasi kedua, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tidak hadir dikantor Komisi Informasi Aceh. Kemu-

dian mediator menanyakan kepada Termohon mengenai data 

yang dikecualikan menurut UUD No 14 tahun 2008 pasal 17 

huruf  d. Menurut termohon dalam hal permohonan informa-

si yang  diminta oleh pemohon, tiga diantaranya merupakan 

�&�}�š�}�����}�l�µ�u���v�š���•�]���u�����]���•�]���/�/�����]���<�}�u�]�•�]���/�v�(�}�Œ�u���•�]���������Z
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informasi yang dikecualikan yaitu Dokumen Izin Lingkungan, 

Dokumen Rencana Reklamasi Dan Dokumen Rencana Pelaksa-

naan Reklamasi PT. Lafarge Cement Indonesia di Aceh Besar. 

Data yang dapat diberikan adalah dokumen ANDAL PT. Lafarge 

Cement Indonesia di Aceh Besar. 

“Meskipun saya sadari bahwa dokumen yang dikatago-

rikan dikecualikan tersebut bukanlah informasi yang diraha-

siakan atau dikecualikan menurut beberapa Yuris Prudensi 

yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, saya menerima 

keputusan mediasi tersebut karena sudah pasti akan men-

guras energi lebih banyak lagi kedepan jika dilanjutkan, dan 

yang perlu kita ketahui bersama adalah beginilah potret se-

benarnya keterbukaan Informasi Publik di Aceh, penuh liku 

dan masih jauh dari prinsip keterbukaan seperti yang telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang. Rangking 3 Nasioanal 

yang diberikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Do-

kumentasi Aceh, masih harus dipertanyakan, semoga kedepan 

lebih baik”, tutup Farsi.***
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Riski Andika merupakan salah satu siswa yang tergolong 

aktif di Sekolah Anti Korupsi Aceh. Laki-laki berkulit sawo 

matang ini lahir di Kota Langsa, 25 September 1993. Sebagai 

mahasiswa  jurusan Ilmu Politik ternyata Rizki tidak hanya 

di kenal lihai dalam berorganisasi oleh teman-temannya akan 

tetapi juga dikenal lihai dalam urusan bisnis. Terlahir sebagai 

anak pertama dari 5 bersaudara menempa Riski menjadi 

pribadi yang ingin tau banyak hal dilingkungan sosialnya, 

begitu juga mengenai korupsi sektor sumber daya alam yang 

belakangan ini sering disebut-sebut. 

Berbekal pengetahuaan umum tentang permasalahan 

korupsi yang diperolehnya selama proses belajar di Sekolah 

Anti Korupsi Aceh, memacu semangat Riski untuk mendalami 

korupsi di sektor sumber daya alam. Beruntung Sekolah 

Anti Korupsi (SAKA) sedang membuka penerimaan siswa 

baru untuk kelas khusus sektor pertambangan. Tak menyia-

nyiakan kesempatan Rizki pun mendaftar.

Sebagai salah satu rangkaian dari proses kegiatan 

belajar sekolah, SAKA bekerjasama dengan GeRAK Aceh 

RISKI ANDIKA

Kelelahan tanpa 
Kepastian
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menyelenggarakan pelatihan Keterbukaan Informasi 

Publik untuk menempa masasiswanya dalam mengetahui 

keterbukaan informasi publik seperti yang tertuang dalam 

UU KIP No. 14 Tahun 2018. Setelah mendengar paparan dari 

beberapa Narasumber terutama dari Komisi Informasi Aceh, 

mendorong niat Rizki untuk melakukan uji akses informasi. 

Menurut Rizki, dengan adanya UU KIP ini memberikan 

kesempatan baginya untuk mendapatkan data yang akurat 

terkait pertambangan yang ada di Aceh. 

Tepat pada Senin, 27 February 2017 kemudian Rizki 

mengajukan permohonan informasi kepada PPID Utama 

Provinsi Aceh. Dengan permintaan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen UKL/UPL, PT. Samana Citra Agung Pidie, PT. 

Samana Citra Agung Aceh Besar, PT. Lafarge Cement 

Indonesia, PT. Naggroe Kuci Peuga 1

2. Dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), PT. 

Samana Citra Agung Pidie, PT. Samana Citra Agung Aceh 

Besar, PT. Lafarge Cement Indonesia, PT. Naggroe Kuci 

Peuga 1

3. Dokumen ANDAL, PT. Samana Citra Agung Pidie, PT. 

Samana Citra Agung Aceh Besar, PT. Lafarge Cement 

Indonesia, PT. Naggroe Kuci Peuga 1

4. Dokumen/ Daftar IUP yang berada di KEL, HK, HL, HP, 

HPT dan Taman Buru, PT. Samana Citra Agung – Pidie, 

PT. Samana Citra Agung – Aceh Besar, PT. Lafarge Cement 

Indonesia, dan PT. Nanggroe Kuchi Peuga 1. 

Permohonan informasi tersebut baru mendapat respon 

dari PPID Utama pada tanggal 1 Maret 2017, Riski diminta 
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menunggu selama 10 + 7 Hari kerja. Namun setelah menunggu 

selama 17 hari, permohonan juga tidak kunjung direspon. 

Merasa di abaikan Riski meminta beberapa masukan dari 

pengurus Sekolah Anti Korupsi terkait pengajuan keberatan 

Informasi yang akan ditujukan kepada atasan PPID Utama 

Provinsi Aceh dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Aceh. 

Pada Jumat, 24 Maret 2017 pengajuan surat keberatan 

informasi publik diterima oleh Sekretaris Daerah Aceh dan 

Riski menunggu respon paling lambat selama 30 hari kerja. 

Karena permohonannya juga tidak direspon akhirnya Riski 

mendaftarkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik ke Komisi Informasi Aceh pada tanggal 24 Mei 2017 

dengan nomor registrasi 016/VI/KIA-PS/2017. Rizki diminta 

untuk menunggu jadwal sidang yang akan di tetapkan oleh 

Komisi Informasi Aceh.

Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik, 

Agustus 2017.

Setelah menunggu hampir 3 bulan, akhirnya Sidang 

Penyelesaian Sengketa Informasi yang dinanti-nanti Riski 

akhirnya di gelar pada tanggal 2 Agustus 2017 di Gedung 

Aula Seuramoe Informasi. Selaku pemohon, Rizki melawan 

Sekretaris Daerah Aceh selaku termohon I dan PPID Utama 

Aceh sebagai termohon II.  Tepat pukul 09.30 WIB sidang 

pemeriksaan awal ini pun di buka,  Hendra Lesmana selaku 

panitera yang bertugas hari itu mempersilakan majelis hakim 

memasuki ruang sidang. Semua Hadirin diharap berdiri, 

sebutnya. 
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Memasuki ruang persidangan Majelis Hakim langsung 

menempati posisinya masing-masing. Afrizal Tsoetra selaku 

ketua majelis menempati posisi tengah, Tasmiati Emsa dan 

Yusran sebagai hakim anggota menempati posisi kanan 

dan kiri Ketua Majelis. Setelah panitera membacakan tata 

tertib sidang, Sidang diserahkan kepada ketua Majelis. 

kemudian Ketua Majelis meminta Riski dan termohon  untuk 

menyerahkan KTP kepada Majelis secara bergantian. Sidang 

ini hanya berlangsung sekitar 30 menit. 

Majelis bertanya kepada Rizki terkait dokumen yang 

dimohonkan oleh Rizki dan alasan dari permohonan dokumen 

tersebut. Rizki menjawab dengan mantap. 

“Dokumen yang saya mohonkan pada dasarnya memiliki 

multi fungsi, tidak hanya pada batasan bahan advokasi 

akan tetapi juga di butuhkan untuk bahan pembelajaran, 

melakukan kajian dan analisis, dalam mendorong tatakelola 

pertambangan yang baik di Aceh, seperti halnya juga yang 

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, sebutnya.

Menurut Riski, Dalam BAB III Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 45 Tahun 2017 ini mendorong partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan, penganggaran, pemonitoran, dan 

pengevaluasian pembangunan daerah. Pada Peraturan 

Pemerintah (PP)  ini, Peran masyarakat dalam pengelolaan 

aset dan sumber daya alam dibahas dalam bab 1V pasal 2 yaitu 

” Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan 

aset dan/ sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud 
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pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan ” sebut Rizki. 

Selain itu, saya juga ingin melihat sejauh mana efektivitas 

pemberian izin tambang terhadap pemanfaatan hutan di Aceh 

sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan lebih tegas 

lagi pada Pasal 50 ayat 3 huruf  g  jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tambahnya

Sementara itu kepada termohon Majelis Hakim mencecar 

pertanyaan seputar penguasaan dokumen yang dimohonkan 

oleh pemohon. Dalam sidang penyelesaian sengketa informasi 

publik ini tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dengan 

termohon. Sehingga Majelis menyarankan kedua belah pihak 

untuk melakukan mediasi. Setelah sidang ditutup, tahap 

mediasi langsung dilaksanakan tepat pada pukul 10.00 WIB 

di hari yang sama di pimpin oleh seorang mediator yang juga 

merupakan salah satu Komisioner Komisi Informasi Aceh 

yaitu Hamdan Nurdin.

Sebagai mediator, Hamdan mulai membuka pembicaraan 

dengan harapan ada kesepakatan baik dari kedua belah 

pihak dalam menyelesaikan perkara sengketa ini. Namun 

menurut Rizki, termohon II tetap pada jawabannya yaitu 

tidak menguasai dokumen yang dimohonkan. “Padahal 

tugas PPID Utama adalah mengelola informasi dan dokumen 

publik. Alasan lain yang disampaikan kepada saya yaitu 

akibat terjadinya pergantian pimpinan hingga alasan yang 

tak masuk akal lainnya”, Kata Rizky

Terlihat tidak ada titik temu, mediator akhirnya 

memutuskan untuk menunda mediasi ini dan melanjutkan 



60       Karena Kita Berhak Tahu

ke tahap mediasi selanjutnya. Mediator meminta termohon 

II untuk menghadirkan pihak dinas teknis yang menguasai 

dokumen sebagaimana pengakuan termohon II bahwa 

dokumen dikuasai oleh dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (LHK) dan BP2IP. Mediasi kedua ini dijadwalkan 

pada Jumat 18 Agustus 2017 di Kantor Komisi Informasi 

Aceh.

Jum’at, 18 Agustus 2017.

Jarum jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Sesuai hasil 

kesepakatan sebelumnya, Mediasi ke-2 ini turut hadir dari 

termohon yaitu Sekretaris Daerah Aceh selaku Atasan 

PPID Utama Aceh dan pihak PPID Utama Aceh. Mediator 

mengawali mediasi dengan menanyakan kembali seputar 

hasil dari mediasi pertama. Pihak Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan selaku yang menguasi dokumen tidak hadir 

dan pihak PPID tidak dapat menghubungi dinas terkait. 

Sehingga setelah bermediasi alot pihak PPID meminta untuk 

dijadwalkan Mediasi ke-3 agar dapat mengundang juga 

pihak dari dinas terkait. maka mediator menunda mediasi 

ke-2 ini dan melanjutkan ke Mediasi ke-3 dengan harapa 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan benar-benar bisa 

dihadirkan.

Pada Mediasi ke-3 yang berlangsung pada 28 Agustus 

2017 pukul 10.00 WIB di Kantor Komisi Informasi Aceh. 

Mediasi ini turut hadir termohon dari Sekretaris Daerah Aceh 

selaku Atasan PPID dan PPID Utama Aceh. Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan kembali tidak hadir. Melihat tidak 
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ada kesepakatan dan niat baik dari dinas teknis dalam 

menyelesaikan proses sengketa Informasi sampai pada tahap 

ini akhirnya Rizki menarik diri dari proses mediasi dan 

mengirimkan surat pengunduran diri dari mediasi ke Komisi 

Informasi Aceh pada tanggal 6 September 2017.

Sidang Ajudikasi

Sidang Ajudikasi dilangsungkan pada Selasa 10 Oktober 

2017 pukul 14.30 WI. Sidang ini tidak berlangsung lama 

karena dokumen yang dimohonkan berdasarkan keterangan 

Termohon merupakan informasi terbuka hanya dokumen 

tersebut tidak dikuasai oleh termohon karena dokumen 

tersebut berada pada Dinas Teknis yaitu Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan dan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu Provinsi Aceh. Kedua Dinas Teknis 

tersebut tetap tidak hadir pada sidang Ajudikasi meskipun 

sudah disurati oleh PPID Utama.

Pihak termohon dari Sekteris Daerah Aceh selaku Atasan 

PPID Utama Aceh mengatakan bahwa siap untuk menyurati 

kembali dinas KLHK dan  DPM PTSP untuk mengambil 

dokumen tersebut. Kendati demikian majelis komisioner 

tetap bertanya ulang terhadap kepastian adanya dokumen 

yang dimohonkan pada termohon DPM PTSP, sayangnya 

kali ini jawaban perwakilan Sekretaris Daerah Aceh selaku 

Atasan PPID Utama Aceh memberikan jawaban yang kembali 

ragu-ragu.

Perjalanan dan perjuangan dalam memperoleh 

informasi sebagai hak warga negara ini terasa panjang dan 
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melelahkan. Hingga tulisan ini diterbitkan pada Desember 

2017, Rizki belum mendapatkan dokumen sesuai dengan 

yang dimohonkan. ***
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KE LUBANG 
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Sebuah kolam bekas galian tambang dibiarkan menganga. 

Menyisakan air hijau. Cantik tapi beracun.

Rabu, 11 Oktober 2017

Tepat pukul 10. 30 WIB. Livina berkelir perak yang kami 

tumpangi melaju dari kantor Gerakan Anti Korupsi ke lokasi 

yang menjadi tujuan, yakni Kecamatan Lhoong, di Aceh Besar. 

Sepanjang perjalanan kami terlibat berbagai obrolan, ada 

yang recharge dengan cara tidur mungkin untuk menyimpan 

banyak tenaga dan ada yang takjub melihat pemandangan laut 

di sisi jalan sambil sesekali mengomentari. 

Hari itu kami sepakat untuk menikmati makan siang di salah 

satu destinasi wisata kuliner Aceh yaitu warung Mie Leupung 

yang telah terkenal ke seantero Aceh. Ibadah shalat Zuhur pun 

kami tunaikan di sebuah masjid berkubah putih yang berdiri 

kokoh di sebelah kiri jalan Banda Aceh– Meulaboh, masih di 

kawasan Leupung.

AL MUKARRAMAH

Aroma Busuk 
dari Kolam Hijau
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Kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini suasana 

pegunungan mulai terasa, jalan menuju lintas barat memang 

terkenal dengan keindahannya, diapit oleh tebing belahan 

gunung dan lautan. Namun juga cukup menantang adrenalin 

siapapun yang suka dengan eksotisme jalanan meliuk, naik-

turun dan sempit pula. Syukurnya tidak ada seorangpun di 

dalam tim ini yang menderita mabuk perjalanan. Sehingga 

terasa merdeka menikmati segalanya.

Lebih kurang hampir dua jam hingga akhirnya kami 

memasuki kawasan Jantang yang ditandai dengan pamplet 

di depan Sekolah Dasar. Segera mentor yang mendampingi 

kami menghubungi seseorang yang sepertinya pemilik rumah 

yang akan kami tempati selama tiga hari ke depan. Kami harus 

menginap di rumah Ahlul Bait karena di sepanjang wilayah ini 

tidak ada penyewaan penginapan secara khusus. 

Kamis, 12 Oktober 2017 

Pagi ini kami bertandang ke rumah Geuchik Gampong Teungoh 

Geuntuet. Dari hasil pembicaraan dengan geuchik tersebut, 

kami mendapatkan fakta bahwa gampong tersebut pernah 

dilanda banjir bandang pada tahun 2014 silam akibat kegiatan 

penambangan PT LSM. Kami juga dibawa untuk melihat 

langsung beberapa lokasi yang terdampak bencana, seperti 

sekitar 11 hektare sawah tidak dapat difungsikan akibat 

tertimbun lumpur kuning berpasir setinggi lebih dari 2 meter, 

pendangkalan irigasi serta tanggul yang hilang tersapu banjir. 

Setelah ishoma di homestay, siang harinya kami menuju 

ke pelabuhan PT. LSM. Di sana juga tidak ditemukan adanya 
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aktivitas pengangkutan bijih besi ke tongkang, hanya ada 

pelabuhan tanpa apapun yang bersandar di dermaganya. 

Namun kami melihat ada jalan yang telah dikikis ombak, 

diperkirakan sekitar 500 meter jalan yang dulunya merupakan 

akses menuju Gampong Kareung Lama kini hanya bisa dilalui 

oleh kendaraan roda dua dan pejalan kaki saja. 

Jumat, 13 Oktober 2017

Hari ini merupakan kali kedua kami kembali ke lokasi 

pertambangan milik PT Lhoong Setia Mining. Setelah 

sebelumnya kami telah mensurvei di hari pertama kedatangan 

kami di Gp. Jantang. Sekilas dilihat, dari  jalan lintas Barat 

– Selatan, tidak ada yang mencolok di depan lokasi bekas 

tambang tersebut. Hanya ada palang penghalang yang 

memagari akses jalan masuk dengan paduan papan nama 

melengkung di atasnya bertuliskan kalimat, agaknya huruf 

mandarin yang entah apa artinya.  

Dari sana pula hanya terlihat beberapa gunungan tanah 

galian yang bukan sesuatu hal  menarik bagi orang awam saat 

melihatnya. Kami mencoba memasuki area tambang namun 

terlihat tidak ada kegiatan pertambangan apapun di sana. 

Menurut informasi dari masyarakat sekitar bahwa PT LSM 

tidak beroperasi sejak 2014.

Setelah hampir setengah kilometer berjalan, di kawasan 

itu terlihat sebuah lubang besar membentuk danau yang 

dikelilingi gunungan tanah galian disekitarnya dan terpagari 

gundukan galian c yang menghalangi pandangan langsung 

jika hanya melihat dari pintu masuk. Ada pemandangan indah 
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di sana, danau dengan air tenang berwarna biru kehijauan. 

Terlihat begitu indah jika dijadikan tempat wisata; begitulah 

yang terlintas dipikiran waktu itu. 

Mobil yang kami tumpangi pun berhenti, segera kami 

berhamburan keluar namun segera kehilangan selera setelah 

hidung seperti tertusuk aroma tidak menyenangkan. Beberapa 

orang teman menyebut aroma itu berasal dari kotoran kerbau 

yang menjejak di sekitar. Kelamaan aroma itu mulai mendekati 

aroma balerang, beberapa teman menyepakati hal tersebut. 

Aromanya begitu menyengat, naik hingga ke ubun-ubun. 

Saat melangkah mendekat ke arah danau tambang, 

dari kejauhan terlihat ada beberapa orang memasuki area 

pertambangan menyusul kami. Sepertinya warga yang 
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mendengar dari Sekretaris Desa Jantang bahwa adanya 

kehadiran kami yang ingin melakukan penelitian mengenai 

pertambangan.  Sebelumnya kami memang telah bertandang 

ke rumah Sekdes dan kantor Desa Jantang. Salah satu warga 

yang berada di lokasi ialah bekas Geuchik Gampong Jantang 

yang sedang menjabat ketika PT LSM masih beroperasi. 

Ia ikut menyaksikan tim yang sedang melakukan 

pengujian masa ketahanan seekor ikan di dalam air danau 

bekas tambang yang diisi ke dalam ember bekas cat. Kemudian 

ia pun menyampaikan bahwa beberapa lama setelah PT LSM 

berhenti beroperasi dan lubang bekas tambang telah menjadi 

danau seperti yang terlihat sekarang, ia pernah melakukan 

hal yang sama dengan yang kami lakukan di hari itu. Bedanya, 
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ia melepaskan ikan jenis mujair dengan jumlah yang banyak 

dan langsung ke dalam danau bekas tambang tersebut. 

Menurutnya, keesokan hari, didapati ikan-ikan tersebut 

mengapung dipermukaan lubang tambang 12 jam setelah 

ditaburkan.

Selama lebih kurang satu jam kami melakukan observasi 

serta menggali informasi dengan mewawancarai beberapa 

warga tersebut, tidak terasa sesaat lagi akan memasuki waktu 

ibadah salat Jumat. Maka kami memutuskan untuk segera 

kembali ke rumah. Ikan pengujian masih belum menampakkan 

reaksinya. Sebagai informasi, bahwa air yang kami ambil untuk 

pengujian merupakan air danau yang berada dipinggiran 

danau dengan kepekatan warna berkurang akibat sebelum 

kami tiba, hujan sempat mengguyur Jantang. Ember berisi 

ikan kami bawa pulang ke homestay untuk terus melakukan 

pengamatan. Alhasil seekor ikan tersebut mengapung setelah 

empat jam berada di dalam air tersebut.

Teluk Jantang

Usai salat dan makan siang, kami kembali melanjutkan 
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langsung muara yang mengalami pendangkalan akibat lumpur 

kuning berpasir yang turun dari arah tambang perusahaan. 

Semua ini dikeluhkan oleh warga. Di sisi muara juga terlihat 

bekas tambak yang sudah tidak dikelola lagi. Tebing yang 

memagari di sekitar muara hingga pertemuan dengan pesisir 

pantai, terlihat berwarna kuning, agaknya itu karatan yang 

menjejak dari lumpur yang mengalir pada saat hujan deras. 
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Saat itu di pinggiran pesisir juga terlihat para nelayan bersiap 

menarik pukat.  Ketika PT LSM beroperasi, mereka lebih 

banyak menarik lumpur di pukat ketimbang ikan. 

Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, kami 

pun mencoba untuk naik ke sisi lain dari Teluk Jantang yang 

dijadikan objek wisata. Untuk menuju tempat tersebut maka 

harus melalui tebing terbilang curam meski telah dibuatkan 

jalan dan pegangan seadanya saja. Sayang sekali, saat itu 

warna air lautnya tidak terlalu biru. Menurut pemandu, saat 

itu sedang musim timur, yakni musim melaut sehingga air 

terganggu yang mengakibatkan warnanya tidak seindah pada 

musim angin barat. Setelah puas melihat-lihat, kami segera 

kembali ke homestay.  

Lelah mulai terasa, sejak pagi hingga petang kami 

memetakan dan menyusuri gampong yang ada di mukim Cot 

Jeumpa. Saat azan berkumandang kami telah tiba di halaman 

rumah tempat kami menghabiskan malam beberapa hari ini. 

tanpa bertele, masing-masing anggota dari tim mengambil 

arahnya sendiri dan sebagian segera berwudhu menunaikan 

ibadah shalat magrib, sebagiannya lagi mengantre ke kamar 

mandi. 

Lelah yang terbayarkan

Setelah waktu magrib berlalu, tanpa aba-aba kami selalu 

berkumpul seperti hari sebelumnya di ruang yang sepertinya 

juga menjadi tempat berkumpul bagi pemilik rumah. Satu unit 

televisi turut mengisi di ujung ruangan searah pintu masuk. 

Ruangan yang menjadi tempat kami melakukan aktivitas 
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bersama, seperti malam itu. Meski televisi dalam keadaan 

hidup namun pikiran kami tidak terpaku pada acara yang 

ditayangkan. Ada kekhawatiran bahwa hingga saat ini kami 

merasa masih kekurangan daftar narasumber sebagai ladang 

informasi dalam investigasi ini. Dan malam itu akan menjadi 

malam terakhir kami bertugas di Kecamatan Lhoong.

Diskusi santai berlangsung membicarakan hal tersebut 

dengan kondisi pikiran yang berkecamuk. Kendala yang kami 

hadapi sedemikian dikarenakan wilayah yang kami investigasi 

memiliki ciri pemukiman yang berjauhan antara satu rumah 

dengan rumah lainnya. Sehingga sulit untuk menyiasati dengan 

membagi tim menjadi beberapa kelompok. Akhirnya kami 

sering pergi secara bergerombolan menggunakan satu-satunya 

kendaraan operasional yang kami punya. hanya saja masing-

masing anggota tim mendapatkan tugas untuk mewawancara 

narasumber di setiap kesempatan demi menggali informasi 

sedalam-dalamnya terkait situasi masyarakat Kecamatan 

Lhoong ketika masih beroperasi dan pascaoperasi PT LSM.

Hingga akhirnya ibu rumah menyeru kepada kami agar 

segera beranjak ke meja makan. Makan malam ini terasa lebih 

lahap dan cepat karena kami memutuskan untuk menemui 

beberapa narasumber kunci di sebuah warung di Gampong 

Krueng Kala (Bireh) malam itu juga atas rekomendasi pemilik 

rumah.

Sesampainya di sana, suasana warung kopi pada 

umumnya terlihat kentara. Pengunjungnya laki-laki semua 

dan kebanyakan berusia paruh baya. Mereka menyambut 

kami dengan hangat, kami saling bersalaman sebelum 
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kemudian dipersilakan duduk dan bergabung dalam obrolan. 

Salah satu dari kami mulai menyampaikan maksud dan tujuan 

kunjungan tim ini ke warung itu. Setelahnya kami “hanyut” 

dalam sesi tanya jawab dengan narasumber masing-masing 

dengan latarbelakang berbeda-beda. Tanpa terasa kami 

melewati lebih 2 jam di sana dan kami harus pamit undur diri. 

Sabtu, 14 Oktober 2017

Kali ini terasa begitu spesial, tidak seperti biasanya yang mana 

tim akan mendatangi narasumber untuk menggali informasi 

sebanyak-banyaknya. Namun tidak dengan narasumber 

di siang ini, ia menyatakan untuk datang menemui kami 

di homestay. Ia adalah pengusaha tambak yang pernah 

mengalami kerugian besar akibat gagal panen, tambaknya 

tercemar aliran air limbah dari perusahaan tambang. 

Pagi tadi setelah menghubungi narasumber tersebut kami 

memutuskan untuk menuju arah Lamno guna menambahkan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mencari kebutuhan 

logistik lainnya. Saat perjalanan kembali dari sana kami 

menyempatkan diri untuk singgah di salah satu tempat yang 

menjadi spot wisata Aceh yakni Geruete. Di situ terdapat 

warung-warung kayu yang dibangun berderet menghadap 

ke arah Gunung Geruete dengan pemandangan barisan 

rumah penduduk dan laut di sekitarnya. Terik matahari tidak 

menyurutkan keinginan kami untuk mengabadikan momen 

bersama saat itu.

Kumandang azan memasuki waktu shalat Ashar 

menyadarkan kami bahwa ini adalah hari terakhir kami disini. 
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Tugas telah kami lakukan sebaik yang bisa kami lakukan. 

Setelah membenahi semua barang bawaan dan memastikan 

semua telah lengkap, tim pamit dan berterima kasih kepada 

ibu dan bapak pemilik rumah serta salah seorang anaknya 

yang baru saja tiba dari luar daerah. Tidak lupa kami 

mengambil beberapa foto dengan latar belakang homestay 

kami tersebut. Di Banda Aceh, sejumlah “pekerjaan rumah” 

masih menunggu.***
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Di malam hari, mereka melaporkan hasil wawancara. Susi 

mendapatkan banyak kritik dan masukan terkait proses 

wawancara yang mereka lakukan. Senang, takut tapi 

membanggakan.

NAMANYA mirip pebulutangkis terkenal; Susi Susanti. Di belakang 

dua nama itu melekat nama keluarga; Tinambunan. Ini adalah 

nama keluarga yang diturunkan oleh ayahnya. Meski sekilas mirip 

marga Batak, marga Tinambunan berakar dari Singkil. “Saya 

bukan Batak dan bukan pula Pak-Pak,” kata Susi. 

Susi berasal dari Hulu Singkil, di Kabupaten Aceh Singkil, 

Aceh. Salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan 

Sumatera Utara. Di sebuah kampung terpencil dan bahkan 

termasuk dalam salah satu kawasan yang miskin. Namun tak 

berarti dia terkungkung dalam kondisi itu. Susi memilih “keluar” 

dari kampung halamannya dan meneruskan pendidikan di 

Politeknik Kesehatan Aceh. Jurusan yang diambilnya Kesehatan 

Lingkungan. 

SUSI SUSANTI

Gairah Sejak Awal 
Melangkah
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Di Banda Aceh, Susi bersentuhan dengan sejumlah aktivis 

di Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh. Di sini pula dia memulai 

sebuah petualangan saat muncul tawaran untuk ikut melihat 

langsung kondisi pertambangan di Aceh Barat. Meski sudah 

belajar di sekolah SAKA, Susi mengaku penasaran. Dan seluruh 

pertanyaan tentang kondisi tambang dan “turun ke lapangan” 

terjawab dalam sebuah workshop tentang pertambangan dan 

investigasi ke lubang tambang yang digelar di Hotel Oasis, di 

Banda Aceh. 

Dalam pertemuan itu, ada dua target tambang yang akan 

ditelusuri langsung, yakni di Aceh Barat dan Aceh Besar. Tim 

Aceh Barat berjumlah tiga orang. Susi ditemani oleh Friska dan 

Nova. Mereka semua dibimbing oleh Haikal, Ayu dan Neneng. 

Sembari menanti waktu keberangkatan, kami terus dibekali 

dengan sejumlah pengetahuan tentang investigasi dan tambang. 

Diajarkan cara mengungkapkan lembaran fakta. Tumpukan 

data yang harus dibaca, lembar per lembar, cukup memberikan 

tekanan. 

Pertemuan demi pertemuan terus dilakukan. Terutama 

mendekati hari keberangkatan ke Meulaboh, Aceh Barat. Susi, 

Friska dan Nova telah menyiapkan sejumlah perlengkapan. 

Termasuk drone dan kamera untuk mendokumentasikan kondisi 

tambang dan lubang yang ditinggalkan. 

Usai sebuah workshop, tim berangkat ke Meulaboh. Jarak 

tempuh dari Banda Aceh ke kota yang sempat hancur diterjang 

tsunami itu sekitar empat jam perjalanan. Namun perjalanan 

ini sedikit menjadi pengobat lelah setelah menjalani pelatihan 

panjang yang seperti tak ada habisnya. Susi mengaku menikmati 

suasana perjalanan. Hamparan hutan hijau di sebelah kiri dan 
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lautan biru di kanan. Belum lagi, sejumlah lelucon membuat 

perjalanan melintasi tiga gunung di tepi Samudera Hindia 

tak terasa melelahkan. Atau memang, perjalanan ini tak lebih 

melelahkan ketimbang mempelajari tumpukan dokumen yang 

berisi risalah, angka dan data-data. 

Lewat tengah malam, akhirnya tim tiba di Meulaboh. 

Susi dan rekan-rekan mencari penginapan yang pas sembari 

menikmati keindahan kota kecil yang cukup bersejarah itu. 

Setelah menemukan sebuah hotel yang nyaman, akhirnya tim 

Meulaboh berlabuh. “Sesampainya di hotel, kami langsung 

beristirahat sembari melepas lelah. Kami tahu, besok adalah hari 

yang penting,” kata Susi. 

***

Susi merasa bersemangat; dia merasa optimistis menyambut 

hari ini. Usai salat subuh, tak ada anggota tim yang tidur meski 

ranjang cukup empuk. Susi mencoba mengenali satu per satu 

rekannya, Nova dan Friska. Di Banda Aceh, mereka tak sempat 

berkenalan lebih jauh. 

“Nova itu orangnya polos. Sedangkan Friska kocak. Dia 

seperti tak kehabisan lelucon,” kata Susi. Setelah matahari mulai 

naik, masuk pemberitahuan dari grup yang meminta seluruh tim 

berkumpul di restoran hotel. Pesan itu juga meminta seluruh tim 

bersiap untuk bertemu dengan tim lokal. 

Matahari Jumat pagi, 30 September 2017, cukup hangat. 

Kehangatannya menyapu wajah begitu pintu kamar dibuka. 

Memberikan energi tambahan. Susi merasa ini adalah hari yang 

ditunggu. Setelah siap, Susi, Nova dan Friska segera menuju 

ruang sarapan. Di ruangan, telah menunggu Neneng. Susi dan 

rekan-rekannya menyebut Neneng sebagai “Orang yang paling 
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menghargai waktu”. Setelah menikmati makan pagi, Neneng 

dan Ayu mem-�„�”�‹�‡�Ô�‹�•�‰ tim. Menyampaikan tujuan berjumpa 

dengan tim lokal Meulaboh. Ayu mengatakan tujuan pertemuan 

itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PT Mifa 

Bersaudara dan menentukan daerah-daerah mana yang perlu 

kami investigasi. Dengan tim ini pula, beberapa hari ke depan Susi 

dan rekan-rekannya menghabiskan hari. Setelah semuanya siap, 

mereka memulai perjalanan dan bertemu dengan tim Meulaboh 

untuk melakukan koordinasi di salah satu warung kopi. 

Sesampainya di sana kita pun saling berkenalan terlebih 

dahulu untuk mempermudah komunikasi kedepannya. Cerita 

demi cerita kami dengarkan dan pertanyaan-pertanyaanpun 

kami utarakan. Berhubung pada hari itu Jumat, para pria harus 

menunaikan Salat Jumat. Pertemuan itu pun kami sudahi dan 

kami kembali ke hotel. 

Namun tak ada lagi waktu bersantai. Di hotel, tim kembali 

membahas dan menentukan lokasi mana yang akan dikunjungi 
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dua. Susi dan Neneng. Nova dan Haikal, serta Friska dan Ayu. 

Setelah Haikal kembali dari shalat, tim ini sepakat untuk menuju 

lokasi PT. Mifa Bersaudara. Jarak Mifa dari kota Meulaboh hanya 

beberapa kilometer. Di perjalanan, mereka menjemput Ali yang 

menjadi penunjuk jalan. 

Hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari Meulaboh untuk 

sampai di lokasi yang dituju. Di dalam mobil itu tim membahas 

daerah mana yang akan kami tuju dan langsung dibagi tim. Kali 

ini Susi satu tim dengan Friska. Mereka diturunkan ke kampus 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sedangkan Nova 

ditemani mentor mewancarai pedagang disekitar kampus. 



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data       79     

Kampus ini berdekatan dengan lokasi Mifa Bersaudara. Di sini, Susi 

dan Friska diturunkan di bagian belakang kampus. Bak detektif, 

keduanya turun dan berbaur dengan sejumlah mahasiswa. 

Kepada sejumlah mahasiswa, mereka bertanya-tanya tentang 

Mifa. Pertanyaan ini membuat mahasiswa bingung. Namun 

dengan percaya diri, Susi dan Friska mencoba mengumpulkan 

sejumlah informasi. Terutama tentang pencemaran debu yang 

diduga berasal dari perusahaan itu. Setelah puas mewawancarai 

mahasiswa, mereka masuk lebih dalam dan menjumpai sejumlah 

dosen. Mempertanyakan Mifa kepada para dosen jelas bukan 

urusan mudah. Beberapa dosen menjawab dengan sangat 

berhati-hati. Untung, di awal perjumpaan, keduanya tak lupa 

mengenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara tersebut. 

Saat Susi hendak mendokumentasikan pertemuan itu, si 

dosen menolak. Dia berujar, “jangan, saya tidak boleh difoto 

dan saya tidak mau.” Susi dan Friska saling berpandangan 

dan menyetujui permintaan narasumber. “Kami menghargai 

Narasumber yang meminta merahasiakan identitasnya tersebut,” 

kata Susi. 

Setelah puas dengan jawaban dari dosen, Susi dan Friska 

mendatangi satpam kampus. Berbeda dengan dosen dan 

mahasiswa, si satpam dengan gamblang menceritakan seluruh 

peristiwa yang dialami kampus itu setelah perusahaan tambang 

itu beroperasi. Bahkan si petugas menjawab dengan penuh 

semangat. Sepertinya air yang sekian lama tertahan dan kini 

menemukan saluran keluar. Terakhir friska dan susi memastikan 

debu yang berada di lantai tiga kampus tersebut yang sudah 

tidak terpakai lagi akibat debu yang menutupi seisi ruangan. 

Sampai akhirnya waktu yang disepakati dengan tim lain untuk 
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meninggalkan lokasi tiba. Tiba saatnya Susi, Friska dan seluruh 

tim pulang ke penginapan. 

Di malam hari, seperti biasa, mereka melaporkan hasil 

wawancara. Seluruh tim diminta untuk menceritakan secara 

runut wawancara yang dilakukan. Ini adalah malam evaluasi. 

Susi mendapatkan banyak kritik dan masukan terkait proses 

wawancara yang mereka lakukan. Tim mengumpulkan seluruh 

informasi untuk menemukan narasumber kunci untuk target 

wawancara berikutnya dengan harapan waktu empat hari dapat 

dipergunakan secara maksimal dilapangan. 

Keesokan harinya, Sabtu, 31 September 2017, tepatnya pukul 

8.30 WIB, tim langsung menuju lokasi daerah-daerah yang diduga 

terkena dampak perusahaan tambang. Hari itu, tim ditugaskan 

satu per satu untuk mewawancarai warga. Susi kebagian tugas 

mewawancarai warga Desa Suak Puntong, Nagan Raya dengan 

didampingi seorang mentor. Nova dan Friska masing-masing 

mewawancarai warga Desa Peunaga Cut dan warga yang tinggal 

di dekat stockpile. Di sini, wawancara menjadi lebih terarah. Susi 

dan tim juga mengumpulkan sejumlah dokumentasi dan bukti-

bukti paparan debu hitam batu bara yang terus “menghujani” 

permukiman warga. Satu per satu, mereka mendatangi 

rumah penduduk. Hampir tak ada yang menolak. Dari seluruh 

wawancara, sebagian besar mereka merasakan dampak buruk 

akibat polusi debu tambang itu. 

Wawancara juga dilanjutkan pada Ahad, 1 Oktober 2017. 

Masih di desa yang sama, narasumber diperluas. Mulai dari 

pedagang, nelayan, dan warga lainnya kami wawancarai. Dari 

percakapan yang sederhana itu, Susi mendapatkan gambaran 

sebenarnya tentang keberadaan Mifa dan ancamannya terhadap 
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masyarakat di daerah itu. Pada Hari tersebut tim mulai kesulitan 

mengakses warga yang berada di kawasan stockpile atau warga 

yang berdekatan langsung dengan PT. Mifa karena menurut 

keterangan warga ada mandor PT. Mifa berkeliling karena 

mendengar ada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian 

tentang debu Batubara ini. Kepada Friska salah satu warga 

mengaku diancam bahwa mereka tidak boleh memberikan 

informasi apapun mengenai perusahaan ini. Informasi ini segera 

di share ke tim agar tim bisa waspada atas segala kemungkinan 

yang bisa saja terjadi. Karena hari sudah beranjak zuhur akhirnya 

tim memutuskan untuk Shalat, Istrahat sambil menikmati makan 

siang sekaligus merencanakan strategi baru.

Akhirnya tim memutuskan untuk menjumpai beberapa 

narasumber baru yaitu warga yang bersebelahan langsung dengan 

stokpile sebelum petang, metodenya dirubah. Berbekal kontak 

beberapa narasumber sebelumnya yang sangat membantu dalam 

�t���Œ�P�����u���u�‰���Œ�o�]�Z���š�l���v���������µ�������š�µ�����Œ�������]���Œ�µ�u���Z�v�Ç�������]���������Z�������Œ���š���š���Z�µ�v���î�ì�í�ó�X �~���}�l�•
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memberikan informasi mereka dengan suka rela mau mengantar 

kami kerumah warga di dekat stokpile dengan menggunakan 

kenderaan roda dua agar kehadiran kami tidak terlalu mencolok. 

Akhirnya kami pun sampai dirumah yang dituju. Susi ditemani 

satu mentor yang fasih berbahasa Aceh. Pengalaman sebelumnya 

warga lebih nyaman bercerita menggunakan bahasa daerah, dan 

susi masih terkendala dengan hal itu. Begitu juga dengan tim yang 

tidak menguasi bahasa Aceh mereka dipasangkan dengan yang 

bisa bahasa lokal tersebut.

Dan benar saja dirumah ini kondisinya lebih mengenaskan. 

Ibu yang biasa disapa Nur ini bercerita panjang lebar tentang 

kondisinya yang harus mengepel lantai rumah berulang kali 

setiap hari karna tumpukan batubara yang setinggi pohon 

kelapa berada didekat rumahnya. Belum lagi dengan kondisi 

kesehatannya yang pernah mengalami muntah darah diduga 

akibat menghirup debu Batubara yang saban hari megisi ruangan 

rumahnya tak terkecuali ruang privasi sekalipun. Dia berkisah 

tidak tau harus kemana karna ditempat itulah satu-satunya harta 

benda yang ia miliki.

Begitupula kondisi warga yang diwawancarai secara terpisah 

oleh Nova dan Friska juga mengalami masalah yang sama seperti 

gangguan pernafasan, gatal-gatal serta sebagian warga yang 

berprofesi sebagai pedagang makanan seperti warung nasi 

terpaksa tutup akibat debu batubara yang diduga berasal dari 

perusahaan tersebeut.

“Dengan berbagai cerita masyarakat tersebut, berbagai 

permasalahan dan keluhan yang mereka rasakan membuat diri 

saya pribadi prihatin. Mereka sangat berharap agar permasalahan 

Mifa ini bisa terselesaikan tanpa ada yang dirugikan lagi, karena 
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sejauh ini, mereka sudah sangat dirugikan,” kata Susi.

Hari telah beranjak sore, akhirnya tim memutuskan kembali 

ke hotel untuk beristirahat dan merencanakan agenda keesokan 

harinya ke Desa Suak Indrapuri. Desa ini juga salah satu desa 

yang terkena dampak limbah Batubara. Dulu sekitar tahun 2014 

proses Loading Batubara dua perusahaan terakhir dilakukan 

dipelabuhan ini. Akibatnya ketika air laut pasang batubara yang 

berada dilaut berserakan di pinggir pantai.

Minggu, 1 Oktober 2017  

Akhirnya kami tiba di Desa Suak indrapuri kami bertegur sapa 

dengan salah satu pedagang di pinggir pantai suak indrapuri, kami 

banyak bercerita mengenai limbah Batubara yang mengotori 

salah satu objek wisata pantai di Aceh Barat ini.

Batu bara yang tumpah kelaut akibat bongkar muat batu 

bara yang diduga oleh dua perusahaan yaitu PT.MIFA dan PLTU 

di pelabuhan suak indrapuri ketika proses loading batubara 

beberapa tahun silam di pelabuhan ini, sekitar 2 bulan yang 

lalu kembali timbul kepermukaan sehingga membuat air laut 

berwarna hitam pekat. 

Menurut Sofyan, pria yang kami wawancarai tersebut 

mengatakan kebanyakan masyarakat yang berkunjung kepantai 

ini suka mandi atau bermain air bersama keluarganya dipinggir 

pantai. Namun semenjak limbah batubara tersebut muncul 

kepermukaan masyarakat memilih untuk tidak mandi kecuali 

sebagian keluarga yang tetap mandi karena tidak tau dampak dari 

pencemaran batubara tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi, Narasumber kedua. 

Perempuan yang sering menganggkut limbah Batubara dari laut 
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yang berserakan dipinggir pantai ketika musim angin timur ini 

juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya efek dari limbah ini 

juga menimbulkan korban terhadap anak-anak yang terminum 

air laut ketika mandi. Dwi juga menyampaikan sekitar bulan 

september pihak PT. Mifa sudah berupaya untuk membersihkan 

tumpahan batu bara dengan menggunakan jaring namun belum 

bisa dipastikan bahwa air laut tersebut sudah tidak tercemar 

karna sampai sekarang batu bara itu masih terlihat muncul 

kepermukaan sewaktu-waktu.

Akhirnya perjalanan kami di kota Johan Pahlawan ini, kota 

Teuku umar berakhir sudah. Tiba saatnya kami kembali ke 

Banda Aceh. Pembelajaran yang luar biasa saya dapatkan disaat 

saya harus bertatap muka dengan masyarakat tersebut dengan 

memahami berbagai karakter, keikhlasan pun teruji. Dan pada 

awalnya saya tidak kenal dengan masyarakat disana hingga 

akhirnya menjadi kenal, sebagian sudah seperti keluarga sendiri. 

Masih saling berkabar hingga saat ini. 

Namun Susi merasa beruntung karena dia tak merasa sendiri. 

Setiap kendala senantiasa dilaporkan kepada para mentor yang 

tak pernah pelit memberikan masukan dan selalu bersedia untuk 

berdiskusi. “Saya menyadari investigasi ini sungguh memerlukan 

perjuangan yang bisa dibilang cukup menguras tenaga dan 

pikiran. Tidak ada penyesalan, bahkan sangat bersyukur bisa 

tergabung dalam tim ini. Bangga sekaligus merasa sangat 

bersyukur mendapatkan pengalaman sangat berharga. Ini adalah 

pengalaman sangat luar biasa selama beberapa hari di Meulaboh. 

Tak semua orang beruntung dan bisa merasakan pengalaman ini. 

Saya berharap, kelak, akan kembali bersatu bersama tim ini dalam 

pembelajaran dan pengalaman yang berbeda,” kata Susi. ***
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Banyak fakta di lubang tambang yang membuka mata dan 

nurani untuk tidak menyetujui aktivitas ini. Namun bagi 

sebagian orang, tawaran uang lebih menggiurkan, meski 

menyimpan nestapa di belakangnya.

“Prepare for the unknown by studying how others in the past have 

coped with the unforeseeable and the unpredictable.” Kutipan dari 

George S Patton itu menggambarkan pikiranku saat itu, yaitu 

ketika salah satu staf di Sekolah Anti Korupsi Aceh,  menanyakan 

kesediaan ku untuk menjadi salah satu anggota tim terpilih 

investigasi pertambangan di PT Lhoong Setia Mining. Kegiatan 

ini merupakan rangkaian kegiatan praktek lapangan di Sekolah 

Anti Korupsi di sektor tambang. Pertambangan bijih besi ini 

berada di Desa Jantang, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar. 

Hanya berbekal teori yang aku dapat dari beberapa proses 

kegiatan belajar di Sekolah Anti Korupsi Aceh sektor Tambang, 

Aku memberanikan diri untuk menerima tawaran tersebut. Hal 

LISMA LINDA

Ini Bukan Akhir 
Perjalanan
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baru akan selalu terasa menyenangkan dan tidak ada kata ´tidak 

bisa’ dalam kamusku. Aku mulai membaca tentang PT. Lhoong 

Setia Mining. Mencari informasi sebanyak mungkin dari google. 

Namun tidak banyak yang kudapatkan. Keesokan harinya, aku 

baru menemukan beberapa informasi penting dari workshop 

dan �„�”�‹�‡�Ô�‹�•�‰ sebelum keberangkatan.

Perjalananku yang ditunggu itu dimulai pada Rabu, 12 

Oktober 2017. Pagi itu, ada perasaan berbeda yang menyelinap 

di hati, terasa menggelitik. Walau matahari tak bersahabat, 

Aku tetap bersemangat. Kami segera menuju lokasi yang sudah 

direncanakan. Canda tawa sambil mengenal satu sama lain pun 

berjalan dengan semestinya. Ada banyak cerita dan pengalaman 

hidup yang dibagikan oleh teman-teman. Dalam beberapa menit 

perjalanan saja kami sudah menyatu dengan satu sama lainnya. 

They are kind and friendly. Thus, I love this trip. Berharap akan 

selalu kompak seperti hari ini. 

�>�µ�����v�P���š���u�����v�P���W�d���>�Z�}�v�P���^���Ÿ�����D�]�v�]�v�P���š���u�‰���l�������Œ�]���µ�����Œ���X���~���}�l�X�•
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Setelah makan siang usai, kami menuju lokasi 

penginapan. Menjelang petang akhirnya kami tiba di 

penginapan. Seorang bapak dan ibu paruh baya menyambut 

hangat akan kedatangan kami. Mereka adalah sepasang 

suami-istri yang ramah. Di rumah merekalah tim ini akan 

menginap dalam beberapa hari ke depan. 

Sambil beristirahat, kami mulai memetakan strategi 

dengan mencari tahu kemungkinan-kemungkinan yang 

ada di lokasi target yaitu dengan menggali informasi. 

Selanjutnya, kami ditemani oleh ahlul bait melakukan survei 

ke lokasi tambang yang berjarak tidak jauh dari rumahnya, 

yaitu berkisar 3 kilometer. 

Jika dilihat dari jalan utama yaitu jalan Lhoong – Aceh 

Barat, perusahaan tersebut tidak terlihat keberadaannya. 

Kita akan menemukan papan bertuliskan Bahasa Mandarin 

di sudut pintu masuk yang sudah dipagari. Kami memasuki 

area pertambangan dan kami tidak menemukan ada kegiatan 

penambangan di sana. Menurut informasi yang kami 

terima, perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi sejak 

tahun 2014, Sejak diberlakukan peraturan baru mengenai 

smelter oleh Pemerintah.  Perusahaan dilarang mengekspor 

barang mentah dari hasil pertambangan tanpa dilakukan 

pemurnian didalam negeri terlebih dahulu.

Selain gundukan tanah yang berjarak sekitar 100 Meter dari 

jalan utama Lintas Barat-Banda Aceh, kami melihat ada lubang 

besar kira-kira seluas 4 Hektar yang berada dilokasi tersebut. 

Awalnya aku hanya berpikir itu biasa saja, namun ketika sampai 

di kolam bekas galian yang cukup besar yang telah tergenang air, 
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aku sadar ternyata lahan tersebut 

cukup luas. Airnya hijau, sekilas 

terlihat sangat menakjubkan, 

layaknya tempat wisata. Namun 

sayangnya itu merupakan bekas 

galian tambang yang airnya 

mengeluarkan bau kimia yang 

tidak sedap dan berbahaya jika 

dihirup dalam jangka waktu yang 

lama. Tidak hanya itu, setiap benda 

yang jatuh berdekatan dengan 

kolam tersebut warnanya akan 

berubah menjadi kekuningan atau 

berkarat, seperti botol minuman 

dan sepatu yang kami temukan di 

lokasi tersebut. Selain itu, dari arah 

sebelah kanan pintu masuk kami 

juga menemukan sebuah Chrusher yang sudah ditinggalakan. 

Menurut beberapa pelajaran yang aku dapatkan ketika 

proses belajar di SAKA Perusahaan ini dapat diduga belum 

melakukan proses reklamasi sama sekali, menurut hemat saya 

setiap perusahaan sebelum memperoleh Izin Operasi Produksi 

ataupun eksplorasi harus mengajukan dokumen Rencana 

Reklamasi (RR) sebelum diberikan izin Operasi Produksi. 

Dokumen tersebut direncanakan untuk jangka waktu lima tahun 

dengan proses reklamasi dilakukan setiap tahun berdasarkan 

lahan yang telah di ganggu. Dan mirisnya dilokasi pertambangan 

Lhoong Setia Mining tidak ada tanda-tanda dilakukan reklamasi 

Sampel material 
���]�i�]�Z�������•�]�X���~���}�l�X�•
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tersebut. Lubang besar yang menganga tersebut dikhawatirkan 

akan menelan korban jiwa apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Waktu sudah menunjukkan pukul enam sore, itu tandanya 

kami harus segera meninggalkan lokasi tambang. Kami 

mengambil sampel air kolam untuk di teliti kadar keasaman air 

dan contoh material bijih besi. Aku masih menyimpan banyak 

pertanyaan dalam hati. Sesekali aku melontarkan pertanyaan 

kepada mentor tim kami, mungkin pertanyaan itu sederhana 

baginya, tapi tidak bagiku yang belum pernah terjun langsung ke 

Lokasi pertambangan. Aku sangat bersyukur dapat menikmati 

ilmu baru ini.

Setelah sampai di penginapan, kami beristirahat sejenak 

sambil membicarakan apa yang telah ditemukan di lapangan 

dan merencanakan kegiatan esok hari.

Kamis, 13 Oktober 2017

Pagi ini, kami akan berangkat ke rumah Geuchik Geunteut 

Tengoh untuk meminta izin praktek lapangan dan juga 

menggali informasi tentang gampong tersebut. Lelaki 

berkulit sawo matang ini awalnya terlihat sedikit enggan 

untuk bercerita, namun beberapa menit kemudian ia mulai 

terbuka, membagikan informasi yang ia ketahui dan mengajak 

kami ke arena persawahan yang terdampak banjir bandang. 

Tidak ada korban jiwa terkait banjir yang terjadi. Terdapat 

dua hektare areal persawahan yang terdampak akibat banjir 

�„�ƒ�•�†�ƒ�•�‰�� �–�‡�”�•�‡�„�—�–�ä�� ���ƒ�•�Œ�‹�”�� �„�ƒ�•�†�ƒ�•�‰�� �‹�•�‹�� �†�‹�†�—�‰�ƒ�� �ƒ�•�‹�„�ƒ�–�� �ƒ�•�–�‹�Ð�‹�–�ƒ�•��

pertambangan yang sudah tidak sanggup menampung 

intensitas air hujan akibat pengerukan Kawasan Kars. 
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Setelah mewawancara, aku dan Riska kembali bergabung 

dengan teman lainnya yang kebagian mewawancarai Geuchik 

Gampong Geunteut Baroh. Jaraknya tidak jauh dari lokasi 

wawancara sebelumnya. Setelah semuanya selesai, kami 

memutuskan kembali ke penginapan. 

Setelah beristirahat dan menunaikan shalat dhuhur. 

Kami di ajak ke lokasi pelabuhan, tempat ini merupakan 

tempat pengapalan bijih besi PT. Lhong Setia Mining. Kami 

melewati Gampong Kareung sebagai akses ke lokasi pelabuhan. 

Sepanjang jalan terlihat jalan yang sudah rusak akibat abrasi 

pantai. Terlihat ada nelayan yang mondar-mandir, sibuk dengan 

aktivitas mereka masing-masing. Pelabuhan tersebut sudah 

tidak beroperasi lagi dan sudah lama ditinggalkan. Sekilas aku 

membayangkan bagaimana aktivitas beberapa tahun yang 

lalu di pelabuhan ini. Sejauh apapun imajinasiku, itu tetaplah 

khayalan yang tidak dapat terbukti kebenaran akan gambar 

yang terekam dalam memori. 

Sebelum pulang, kami menyempatkan diri ke Gampong 

Birek, meminta bantuan anak-anak setempat untuk menangkap 

beberapa ikan sebagai sample pengujian yang akan kami 

lakukan terhadap ikan dan air kolam bekas galian tambang. 

Setelah semuanya usai, kami kembali ke penginapan.

Jumat, 14 Oktober 2017

Jam menunjukkan pukul 10.23 WIB, Kondisi Kecamatan Lhoong 

yang terus menerus diguyur hujan membuat kami sedikit 

kualahan mengakses lokasi karena lokasi wawancara tim satu 

dengan tim lainnya berbeda lokasi dan jarak rumah warga yang 

satu dengan warga lainnya lumanyan banyak menyita waktu. 
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Akhirnya kami memutuskan menuju rumah salah satu warga di 

desa Jantang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari penginapan. 

Ia tidak hanya memberikan informasi penting, namun juga 

memperlihatkan dan memberikan beberapa hasil foto ketika 

PT. LSM masih beroperasi. 

Selain itu, ia juga menunjukkan surat kabar Media Fakta 

yang memuat informasi tentang PT. Lhoong Setia Mining dan 

juga memberikan dokumen penting seperti akta notaris. Ia 

mengajak kami memperbanyak dokumen dengan mengkopi 
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pertimbangan dokumen penting yang kami butuhkan. 

Selanjutnya, kami kembali ke galian tambang untuk 

melakukan uji coba ikan (membuktikan pernyataan warga 

terkait ikan yang dimasukkan ke dalam kolam galian akan mati). 

Mursal yang mendampingi  mengambil air sebanyak satu timba 

besar, lalu melepaskan dua ekor ikan mujair kedalam timba 

tersebut dan kami pun menunggu hasilnya. Selain itu, Kiki dan 

Riska, salah satu anggota tim, melakukan pengukuran luas 

area pertambangan dengan menggunakan GPS. Anggota yang 

lain tetap berjaga dan menemukan fakta-fakta lainnya dengan 

mewawancarai beberapa warga yang tiba-tiba datang setelah 

tahu kami mendatangi lokasi tersebut. Warga terlihat begitu 

antusias, melihat kami sedang melakukan penelitian sesuai 

dengan izin masuk yang kami sampaikan, harapan warga kami 

dapat membantu menjawab permasalahan Lubang Lhoong 

Setia Mining yang ditinggalkan ini dengan harapan tidak ada 

korban jiwa yang meregang nyawa.

Beberapa warga yang hadir ikut menyaksikan uji coba 

ikan. Awalnya ikan tersebut terlihat lincah, namun semakin 
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lama ia terlihat semakin lemah dan akhirnya mati setelah 

empat jam menyatu dengan sample air kolam bekas galian 

tambang tersebut. Waktu Jumat akan segera tiba. Kami 

memutuskan untuk segera pulang ke penginapan dan bersiap 

melaksanakan salat Jumat di masjid terdekat.  

Setelah istirahat, sholat, dan makan, kami melakukan 

perjalanan kembali. Kali ini kami ke Teluk Jantang. Kami 

menyaksikan langsung muara yang sudah dipenuhi oleh 

lumpur pasir berwarna kuning. Menurut informasi yang kami 

dapatkan dari masyarakat, pasir yang memenuhi tempat 

bertemunya air sungai dan air laut tersebut turun dari lokasi 

pertambangan. Dugaan tersebut semakin kuat karena dari 

lokasi muara tempat kami berdiri, terlihat crusher yang berada 

di lokasi pertambangan yang mana titiknya tidak jauh dari 

muara teluk Jantang ini. 

Selain itu, kami juga menemukan bebatuan yang menjadi 

pembatas aliran air dari muara ke laut ikut berubah warna 

menjadi kuning berkarat. Kami menduga air tersebut tercemar 

logam berat dari aliran air yang berasal dari aktivitas tambang. 

Saat PT LSM masih beroperasi, pasir-pasir tersebut tidak 

hanya menutupi muara, namun juga ikut mengganggu aktivitas 

nelayan yang sedang menarik pukat. Jika hujan mengguyur 

Teluk Jantang dan sekitarnya, maka tidak hanya ikan yang 

memasuki pukat warga namun lumpur tersebut juga tidak 

mau kalah ikut berhamburan memasuki pukat warga. 

Berbeda dari hari biasanya, kegiatan hari ini kami 

lanjutkan hingga malam, kami bertemu dengan Safriadi Warga 

Meunasah Krueng Kala, di sebuah warung kopi milik warga. 

Safriadi menceritakan pengalaman yang membekas dalam 
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masyarakat serta masyarakat dengan perusahaan sehingga 

berdampak pada kehancuran sosial budaya. 
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setempat itu sendiri. Sebagian masyarakat dipandang 

inferior dan pihak perusahaan dan beberapa geuchik yang 

mendapatkan bagian dari perusahaan tersebut mendominasi 

masyarakat lain yang tidak ikut mendapatkan andil. Mereka 

dapat berbicara dengan bebas dan menganggap masyarakat 

lainnya sebagai manusia yang lemah ketika perutnya diisi dan 

hidupnya disejahterakan oleh PT LSM. 

Di tempat yang sama, aku juga bertemu dengan mantan 

sopir di PT LSM yang telah mengabdikan dirinya selama satu 

tahun di perusahaan tersebut. Namun sayangnya, ia tidak 

bertahan lama karena memilih untuk mengundurkan dirinya 

dengan alasan honor yang diterima tidak memadai, bahkan 

�‹�ƒ�� �•�‡�•�‰�ƒ�•�—�� �–�‹�†�ƒ�•�� �†�ƒ�’�ƒ�–�� �•�‡�•�ƒ�Ð�•�ƒ�Š�‹�� �•�‡�Ž�—�ƒ�”�‰�ƒ�•�›�ƒ�� �†�‡�•�‰�ƒ�•��

selayaknya. Kini ia memutuskan untuk menjadi seorang petani 

dan juga sopir ketika ada orang yang memintanya untuk 

mengangkut barang menggunakan truk milik orang lain. 

Setelah makan malam usai, kami kembali melanjutkan 

aktivitas yaitu mencari narasumber yang lain. Ketika turun 

dari mobil, kami mendapati sebuah warung kopi yang 

dipenuhi oleh kaum laki-laki. Risih? Tentu saja. Rasa itu 

tidak menyurutkan niat kami, Aku khususnya untuk mencari 

informasi. Aku dan teman-teman memasuki warung tersebut. 

Mereka menyambut ramah akan kedatangan kami. Kali 

ini kami kembali membagi tugas wawancara. Aku berhasil 
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mewawancarai dua narasumber, yaitu Geuchik Kreung Kala 

dan mantan pekerja logistik di LSM. Teman-teman yang lain 

melaksanakan wawancara dengan orang yang berbeda, namun 

masih di tempat yang sama. Wawancara berjalan dengan 

lancar. Setelah bertanya dan mendapatkan informasi dari 

narasumber, akhirnya kami berpamitan pulang.

Sabtu, 15 Oktober 2017

Tak terasa sudah tiga hari kami bersama. Lelah, suka dan 

duka. Semua kami lewati bersama. Terlepas dari itu, ada dua 

insan yang sangat berjasa dalam menjalankan visi investigasi 

ini yaitu Ahlul Bait dan istrinya--namanya memang sengaja 

tak ditulis, biarlah membekas di ingatan--yang telah banyak 

membantu dan bahkan mereka memperlakukan kami layaknya 

anak sendiri. Masih terekam dalam ingatan bagaimana Ibu dan 

Bapak menertawaiku saat menggoreng ikan; loncat ke sana 

kemari seperti cacing kepanasan. Kisah bakar ikan bersama 

pun tidak begitu saja terlupakan. Mereka benar-benar sangat 

tulus membantu. Kami sangat bersyukur Tuhan mengirimkan 

kami penolong yang begitu luar biasa.

 Kami masih memiliki beberapa jam lagi untuk 

menghabiskan waktu bersama. Kesempatan tersebut tidak 

kami sia-siakan. Setelah wawancara usai kamipun berkemas 

dan berpamitan. Perjuangan tidak berhenti disini, kami 

kembali ke rumah masing-masing dengan membawa informasi-

informasi penting yang sangat disayangkan jika hanya 

disimpan dalam memori. Tentunya kami harus menuliskan 

laporan dari hasil investigasi ini. Dan kami yakin, perjuangan 

untuk menyelamatkan alam Aceh tak akan berhenti di sini. ***



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data       95     

LAMPIRAN



96       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      97     



�õ�ô��������������Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      99     



100       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      101     



102       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      103     



104       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      105     



106       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      107     



�í�ì�ô��������������Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      109     



110       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      111     



112       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      113     



114       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      115     



116       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      117     



�í�í�ô��������������Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      119     



120       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      121     



122       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      123     



124       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      125     



126       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      127     



�í�î�ô��������������Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      129     



130       Karena Kita Berhak Tahu



Cerita Sukses Perempuan dalam Menguji dan Mengakses Data      131     



132       Karena Kita Berhak Tahu


	Cover GeRAK Berhak Tahu 2018.pdf (p.1)

